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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A.Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

f Alif - -

@ Ba’ B Be

< Ta’ T Te

& Sa’ S Es dengan titik di atas
d Jim J Je

C Ha’ H Ha dengan titik di bawah
d Kha Kh Ka dan ha

3 Dal D De

3 Zal Z Zet dengan titik di atas
J Ra’ R Er

J Zai Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy Esdan ye
e Sad S Es dengan titik di bawah
o Dad D De dengan titik di bawah
b Ta T Te dengan titik di bawah
5 Za Z Zet dengan titik di bawah
I ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas
& Gain G Ge

[ Fa F Fa

d Qaf Q Qi

d Kaf K Ka
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J Lam L El

a Mim M Em

O Nun N En

3 Wau W We

° Ha’ H Ha

s Hamzah ’ Apostrof
¢ Ya’ Y Ye

Hamzah (#) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa
diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis
dengan tanda (°).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
i fathah a a
‘ kasrah i i
i dammah u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
s fathah dan ya’ ai adan i
¥ fathah dan wau au adanu
Contoh:
il kaifa
J 3 : haula

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:



Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
« ... |V ... | fathahdan alifatau ya’ a a dan garis di atas
- kasrah dan ya’ i i dan garis di atas
¥ dammah dan wau u u dan garis di atas
Sk : mata
= : rama
g : qila
IO : yamutu

4. Ta marbitah
Transliterasi untuk ta’ marbiitah ada dua, yaitu t@’ marbitah yang
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya
adalah [t], sedangkan ta@’ marbiitah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbiitah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah,

maka ta’ marbitah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:
JEB ay; : raudah al-arfal
a_plall a3l : al-madinah al-fadilah

12 : al-hikmah

-

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid ( < ), dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

5 : rabbana
e > najjaina
e - al-haqq
= D nu’ima

e : ‘aduwwun



Jika huruf (s ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (&—), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi 1.

Contoh:

ik : “All (bukan ‘Aliyy atau A’ly)

ias : “Arabi (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)
. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf
& (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah
maupun huruf gamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:
Lo  al-syamsu(bukan asy-syamsu)
i - al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
YRR : al-falsafah
AL : al-biladu

. Hamzah’

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia

berupa alif.
Contoh:
035k I ta’murina
el s al-nau’
”5:;3’ : syai 'un
&l :umirtu

. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah
atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan
bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut

xi



cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’an),
alhamdulillah, dan munagasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh:
Syarh al-Arba’in al-Nawawr
Risalah fi Ri’ayah al-Maslahah
9. Lafz al-Jalalah
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frasa nominal),
ditransliterasi tanpa huruf hamzah.
Contoh:
W Zisan Sinian
adapunta ‘marbitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalalah, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
a5 o hum 7 rahmatillah
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia
yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama
pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-),
maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut,
bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-).
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi
yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:
Wa ma Muhammadun illa rasil
Inna awwala baitin wudi’a linndsi lallazt bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Quran
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Nasir al-Din al-Tist
Nasr Hamid Abii Zayd
Al-Tafi
Al-Maslahah fi al-Tasyri” al-Islamt
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata lbnu (anak dari) dan
Abt (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama
terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau

daftar referensi. Contoh:

Abii al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: lbnu Rusyd,
Abt al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abtu al-Walid
Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abt Zaid, ditulis menjadi: Aba Zaid, Nasr Hamid (bukan,
Zaid Nasr Hamid Abi)

B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = Subhanahu Wa Ta‘ala

SAW. = Sallallahu ‘Alaihi Wasallam

AS = ‘Alaihi Al-Salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

I = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
wW = Wafat Tahun

QS.../...:4 =QSal-Bagarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4
HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK

Andi Masyitah Idris, 2022. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi
dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Tukang Ojek
Pangkalan dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”. Skripsi
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Rasbi.

Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi
dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan
dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini bertujuan;
Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi dan kesadaran
wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan tukang ojek pangkalan dalam
membayar pajak kendaraan bermotor; Untuk mengetahui variabel yang
paling dominan berpengaruh; Untuk mengetahui upaya yang dilakukan guna
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan adalah
metode kuantitatif. Populasinya adalah seluruh masyarakat Kota Palopo
yang berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan. Pengambilan sampel
menggunakan teknik non probability sampling tipe purposive sampling.
Sampel yang digunakan sebanyak 96 orang menggunakan rumus Lemeshow.
Data diperoleh melalui penyebaran angket/kuesioner secara langsung dan
selanjutnya dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pengetahuan Perpajakan (X1)
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan dalam
membayar PKB. Sedangkan Sanksi (X2) dan Kesadaran Wajib Pajak (X3)
tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan
dalam membayar PKB. Variabel yang dominan berpengaruh adalah
pengetahuan perpajakan (X1). Melalui upaya sosialisasi informal yang
dilakukan ditemukan beberapa faktor sehingga Tukang Ojek Pangkalan
masih banyak yang belum taat pajak diantaranya kurangnya kesadaran,
minimnya pendapatan, sanksi yang kurang tegas dan pengalaman pelayanan
yang kurang baik. Implikasi: pengetahuan pajak yang kurang
mengakibatkan ketaatan membayar pajak berkurang.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak,
Kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan urgensinya, tidak mampu disangkal bahwa sebuah negara
harus memiliki sumber pendapatan dari individu atau rakyat guna menopang
keberlangsungan hidup suatu negara. Salah satu komponen pendapatan negara
berasal dari sektor pajak. Warga negara harus membayar pajak karena merupakan
juran wajib. Tujuan Pemungutan Pajak itu sendiri adalah untuk memenuhi
kebutuhan yang bersifat umum baik di bidang kesehatan, pendidikan,
pemerintahan, sarana/prasarana, dan lain-lain yang terkait.

Berdasarkan data APBN 2021, negara menerima sumber pendapatan
terbesar dari sektor pajak berikut ini:

Tabel 1.1 Pendapatan Negara 2021 (dalam triliun rupiah)

No. Uraian APBN 2021
1 Penerimaan dari Sektor Pajak 1.444.5

2 Penerimaan dari Sektor Non Pajak 298,2

3 Hibah 0,9

Sumber: Kementrian Keuangan, 2021
Seluruh lapisan masyarakat, baik dari kelas menengah ke atas hingga kelas
menengah ke bawah, dituntut untuk memenuhi segala macam tuntutan sehari-hari
sebagai akibat dari perkembangan zaman dan laju kemajuan teknis yang semakin
cepat. Hal tersebut membuaat masyarakat mau tidak mau membutuhkan alat

transportasi yang dinilai sebagai satu diantara berbagai kebutuhan wajib yang



harus dipenuhi. Hal ini dikarenakan fungsinya yang berperan penting dalam
memudahkan aktivitas sehari-hari.

Selain memberi kemudahan dalam beraktivitas, kendaraan bermotor juga
dijadikan sebagai sumber pendapatan tersendiri bagi masyarakat Kota Palopo
termasuk Tukang Ojek Pangkalan. Disamping karena terbatasnya lapangan
pekerjaan, maka dari itu kendaraan bermotor menjadi peluang untuk menambah
pundi-pundi pemasukan demi keberlangsungan hidup.

Tukang Ojek Pangkalan merupakan istilah yang diberikan kepada
masyarakat yang menyediakan jasa kepada masyarakat lain yang sama-sama
saling membutuhkan. Mereka biasanya nangkring di wilayah-wilayah tertentu
yang ramai seperti pasar, sekolah, tempat hiburan, dan lain-lain. Jika melihat dari
perkembangan zaman, keberadaan tukang ojek pangkalan masih eksis sampai
sekarang meskipun telah bermunculan driver ojek online sebagai tanda bahwa
zaman telah mengalami perubahan.

Meningkatnya jumlah masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor
yang meliputi semua lapisan masyarakat, menyebabkan terjadinya peningkatan
wajib pajak kendaraan bermotor secara tidak langsung. Terjadinya peningkatan
jumlah masyarakat yang menjadi wajib pajak kendaraan bermotor memberi efek
positif untuk pemerintah daerah. Hal ini sebab setiap wajib pajak kendaraan
bermotor harus membayar pajaknya. Namun terlepas dari kenyataan ada banyak
jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, hal tersebut tidak menjamin
bertambahnya penerimaan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor bagi

pemerintah daerah dikarenakan wajib pajak kendaraan bermotor masih banyak



yang menunggak pembayaran pajaknya.’ Hal ini terbukti berdasarkan data yang
diperoleh dari Samsat Kota Palopo sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Pembayaran PKB di Kantor Samsat Kota Palopo Periode

2019-2021
No Tahun Roda 2 Roda 4
Unit Jumlah Unit Jumlah
1 2019 26.412 5.608.476.329 5.873 13.980.367.639
2 2020 22.592 4.633.249.426 5.984 13.980.581.217
3 2021 19.572 3.853.232.184 5.642 13.197.303.722
Total 68.576  14.094.957939 17.481  41.158.252.578

Tabel 1.3 Data Tunggakan PKB di Kantor Samsat Kota Palopo Periode

2019-2021
Roda 2 Roda 4
No Tahug Unit Jumlah Unit Jumlah
1 2019 6.848 4.882.313.120 472 3.451.050.134
2 2020 8.699 4.398.239.620 743 3.941.728.719
3 2021 9.566 2.582.306.139 1.415 3.630.646.351
Total 25.113  12.132.858.879 2.630 11.023.425.204

Dapat dilihat pada tabel diatas menunjukkan jika Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor di Kota Palopo masih dianggap memiliki tingkat kepatuhan yang
rendah. Sehingga sebagian realisasi penerimaan yang bersumber dari pajak
kendaraan bermotor belum berjalan sempurna akibat dari rendahnya tingkat
kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak salah satunya dipengaruhi oleh faktor pengetahuan
perpajakan. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan

Sulistyowati (2020). Sedangkan pada penelitian Atmoko (2020), berbeda dengan

! Cindy, “Pengaruh Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar
Pajak Kendaraan pada Mahasiswa STIE Eka Prasetya Jurusan Manajemen Semester VIII”, Skripsi,
(Medan: STIE Eka Prasetya, 2020), h. 2. http://repository.eka-prasetya.ac.id/id/eprint/289
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temuan penelitian, karena hasil penelitiannya menujukkan bahwa kepatuhan wajib
pajak tidak terpengaruh oleh adanya pengetahuan perpajakan.

Selain pengetahuan perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak juga
biasanya diukur menggunakan variabel lain yaitu sanksi pajak. Hasil penelitian
Listyowati, dkk. (2018), bagaimanapun, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib
pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh sanksi pajak. Wajib pajak akan
tetap melakukan pembayaran dan menyatakan atau melaporkan pajaknya
berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang diterapkan.” Berbeda dengan
penelitian Susanto & Arfamaini (2021), yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Utara ternyata dipengaruhi oleh
adanya sanksi pajak yang berlaku.

Disamping adanya faktor pengetahuan dan sanksi, aspek lain yang dinilai
dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak
itu sendiri. Sebagaimana hasil temuan dari Karlina & Ethika (2020), terbukti jika
kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Namun, temuan
tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh Atarwaman (2020), hasilnya
menemukan jika kepatuhan wajib pajak secara signifikan tidak dipengaruhi oleh
kesadaran wajib pajak.

Ada sejumlah elemen eksternal dan internal yang berkontribusi terhadap
kesadaran wajib pajak. Elemen atau faktor eksternal tersebut adalah inisiatif
pemerintah dimana pemerintah juga menyediakan surat pemberitahuan pajak

terutang, Sedangkan elemen internal yaitu murni berasal dari pribadi wajib pajak.

2 Listyowati, Yuli Chomsatu Samrotun, dan Suhendro, “Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak”, Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis Airlangga, Vol. 3 No. 1, (Surakarta: 2018), h. 389. http://dx.doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94
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Oleh karena kesadaran merupakan faktor yang timbul dari diri wajib pajak, maka
kepatuhan wajib pajak dinilai akan meningkat seiring dengan tingginya kesadaran
dalam membayar pajak. Akan tetapi, berdasarkan sudut pandang dari wajib pajak,
ternyata masih banyak diantara mereka yang minim kesadaran akan pentingnya
membayar pajak sehingga mereka kerap melalaikan kewajiban perpajakannya.®
Oleh sebab itu, berdasarkan uraian diatas dengan melihat hasil studi
sebelumnya yang menghasilkan temuan yang bertentangan, untuk itu Penulis
terdorong melakukan kembali penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan
Perpajakan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan
Tukang Ojek Pangkalan dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
(Studi Kasus pada Pangkalan Ojek di Kota Palopo)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, masalah
penelitian dinyatakan sebagai berikut:
1. Bagaimana pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan tukang ojek pangkalan dalam membayar PKB?
2. Bagaimana sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan tukang ojek
pangkalan dalam membayar PKB?
3. Bagaimana kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
tukang ojek pangkalan dalam membayar PKB?
4. Bagaimana variabel yang paling dominan berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan tukang ojek pangkalan dalam membayar PKB?

® Rita J.D Atarwaman, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas
Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, Jurnal Akuntansi, Vol. 6 No.
1, (Ambon: 2020), h. 49. https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jak/article/download/2710/2284
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Bagaimana upaya yang dilakukan guna meningkatkan kepatuhan tukang ojek
pangkalan dalam membayar PKB?
Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian meliputi:
Untuk menguji pengaruh signifikan pengetahuan perpajakan terhadap
kepatuhan tukang ojek pangkalan dalam membayar pajak.
Untuk menguji pengaruh signifikan sanksi terhadap kepatuhan tukang ojek
pangkalan dalam membayar pajak.
Untuk menguji pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak terhadap
kepatuhan tukang ojek pangkalan dalam membayar pajak.
Untuk mengetahui variabel yang paling dominan berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan tukang ojek pangkalan membayar PKB.
Untuk mengetahui upaya yang dilakukan guna meningkatkan kepatuhan
tukang ojek pangkalan dalam membayar PKB.
Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang ingin diperoleh diantaranya:
Manfaat Teoritis

Bertambahnya pemahaman ilmu pengetahuan dan literasi bacaan
khususnya di bidang perpajakan merupakan hal yang diharapkan menjadi
manfaat teoritis dari penelitian ini.
Manfaat Praktis

Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan

wajib pajak, khususnya di Kota Palopo, sehingga masyarakat lebih patuh



dalam memenuhi komitmennya untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
Disamping itu, penelitian ini berpotensi digunakan sebagai bahan rujukan
oleh peneliti lain baik dimasa sekarang ataupun dimasa mendatang untuk

hasil yang lebih baik.
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KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hal pertama dilakukan penulis sebelum menyusun penelitian yaitu dengan
menelaah atau melihat terlebih dahulu terkait dengan kajian atau hasil temuan
peneliti sebelumnya untuk melihat persamaan dan perbedaan masalah yang
penulis ingin teliti sehingga penulis akan berhati-hati dengan judul yang penulis
buat agar terdapat perbedaan dengan judul penelitian sebelumnya. Berikut ini
adalah judul dan kesimpulan dari hasil studi terkait sebelumnya:

1. Amelia Kurniasari Susanto & Revi Arfamaini (2021) dengan judul:
Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan
Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak
Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak di Kantor Bersama Samsat
Surabaya Utara). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada pengaruh
positif dan signifikan yang timbul dari pengetahuan, kesadaran wajib pajak,
sanksi dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.* Jumlah
variabel bebas serta sampel yang dianalisis merupakan hal yang menjadi
pembeda dengan penelitian ini. Adapun kesamaannya yaitu keduanya

menjadikan kepatuhan wajib pajak sebagai objek penelitian.

* Amelia Kurniasari Susanto dan Revi Arfamaini, “Pengaruh Pengetahuan Pajak,
Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor *, Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi. Vol. 5 No.
1, (Surabaya: 2021),h. 31.https://doi.org/10.31597/ecs.v5i1.619
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2. Utami Widya Karlina & Mukhlizul Hamdi Ethika (2020) dengan judul:
Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasilnya
ditemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan
signifikan oleh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan sanksi
perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor.” Adapun yang menjadi pembedadalam penelitian ini
yakni dalam hal pemilihan subjek, lokasi, periode waktu, dan banyaknya
sampel yang digunakan. Sedangkan kesamaannya adalah keduanya sama-
sama meneliti tiga variabel independen yakni pengetahuan, kesadaran, dan
sanksi pajak untuk mengukur kepatuhan wajib pajak.

3. Mochamad Anna Nasruddin Siregar & Sulistyowati (2020) dengan judul:
Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan,
Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Samsat Kota Jakarta Timur). Hasilnya
menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan
signifikan oleh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi
perpajakan. Untuk kualitas pelayanan tidak terdapat pengaruh dan tidak
signifikan, sedangkan pengaruh negatif serta signifikan timbul dari penerapan

e-samsat.® Penelitian ini berbeda dalam hal lokasi, waktu, ukuran sampel, dan

®> Utami Widya Karlina dan Mukhlizul Hamdi Ethika, “Pengaruh Pengetahuan Wajib
Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor”, Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing, Vol. 15 No. 2, (Kerinci: 2020), h.
152. https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30

® Mochamad Annas Nasrudin Siregar dan Sulistyowati, “Pengaruh Pengetahuan
Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-
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jumlah variabel yang diteliti. Terlepas dari perbedaannya, keduanya sama-
sama berjenis penelitian kuantitatif dan olah data menggunakan software spss
untuk mengukur kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4. Elvanda Dwi Atmoko (2020) dengan judul: Pengaruh Pengetahuan dan
Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor (WPOP Samsat Surabaya Selatan). Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengaruh secara
signifikan timbul dari variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan
wajib pajak.” Oleh karena penelitian ini hanya terdiri dari dua variabel bebas
saja yakni pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, maka hal ini menjadi
pembeda selain lokasi penelitiannya yang berada di Samsat Surabaya Selatan.
Adapun kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengukur kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor.

5. Hairul Amri & Diah Intan Syahfitri (2020) dengan judul: Pengaruh
Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan
Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak
Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. Hasil yang ditemukan adalah
kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh pengetahuan,
kesadaran, dan sanksi pajak. Sedangkan variabel sosialisasi perpajakan tidak

memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar

samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Kota Jakarta
Timur)”, Skripsi, (Jakarta: STIE Indonesia, 2020), h. 16. http://repository.stei.ac.id/id/eprint/1688

" Elvanda Dwi Atmoko, “Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (WPOP Samsat Surabaya Selatan), Skripsi,
(Surabaya: UBS, 2020), h. 58. https://eprints.ubhara.ac.id
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kendaraan bermotor.® Perbedaan dari penelitian yaitu adanya variabel
sosialisasi perpajakan. Sedangkan persamaan yang terdapat dalam penelitian
ini yaitu sama-sama mengukur kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

6. Nanik Ermawati & Zaenal Afifi (2018) dengan judul: Pengaruh
Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. Hasil temuannya
adalah secara signifikan variabel pengetahuan perpajakan memengaruhi
kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi tidak memiliki pengaruh apa-apa.
Selain itu, pengetahuan dan sanksi tidak dapat dimoderasi oleh variabel
religiusitas.” Perbedaan dari penelitian ini yaitu terdapat variabel moderasi
yakni religiusitas. Disamping itu, variabel independen yang digunakan hanya
terdiri dari duaserta model analisisnya menggunakan Structural Equation
Models (SEM). Adapun mengenai kesamaan, keduanya sama-sama fokus
pada kepatuhan wajib pajak.

7. Muhammad Nurul Azmi (2018) dengan judul: Pengaruh Pengetahuan
Perpajakan, Tingkat Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan
Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan
Pekerjaan Bebas (Studi Di wilayah KPP Pratama Pontianak). Dari hasil
penelitiannya, kepatuhan pelaporan WPOP yang melakukan kegiatan usaha

dan pekerjaan bebas dipengaruhi secara positif serta signifikan oleh tingkat

® Hairul Amri dan Diah Intan Syahfitri, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi
Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa”, Journal of Accounting, Finance
and Auditing, Vol. 2 No.02. (Sumbawa: 2020), h. 116. https://doi.org/10.37673/java.v2i02.542

° Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi,  Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening ”, Jurnal Akuntansi Indonesia,
Vol. 7 No. 2, (Kudus: 2018), h. 661. http://dx.doi.org/10/30659/jai.7.2.49-62



https://doi.org/10.37673/java.v2i02.542
http://dx.doi.org/10/30659/jai.7.2.49-62

12

kesadaran. Sedangkan pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak tidak
menimbulkan pengaruh.’® Populasi dan sampel yang dipakai pada penelitian
ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Meskipun ada perbedaan antara
kedua penelitian, keduanya juga memiliki persamaan Yyaitu Ssama-sama
menggunakan tiga variabel bebas yaitu pengetahuan, tingkat kesadaran, dan
sanksi perpajakan dengan metode analisis linier berganda untuk menyelidiki
kepatuhan wajib pajak.

8. Dewi Kusuma Wardani & Rumiyatun (2017) dengan judul: Pengaruh
Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan
Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive
Thru Bantul). Hasil penelitiannya yaitu pengetahuan pajak tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kesadaran
wajib pajak dan sistem samsat drive thru berpengaruh positif, sedangkan
sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh positif. Perbedaan dari
penelitian ini yaitu terdapat variable samsat drive thru, sementara peneliti
tidak menggunakan samsat drive thru karena layanan ini belum digunakan di
lokasi penelitian. Sedangkan untuk persamaan dalam penelitian ini yaitu
sama-sama mengukur kepatuhan wajib pajak dengan variable pengetahuan,

sanksi dan kesadaran wajib pajak.

1 Muhammad Nurul Azmi, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, dan
Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan
Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Pontianak)”, Skripsi,
(‘Yogyakarta: Ull, 2018), hal. 50-51. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/13403
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B. Landasan Teori

1. Teori utama (Grand Theory)

a. Teori Atribusi

Baron dan Byrne (2010) berpendapat bahwa atribusi adalah proses
menentukan alasan di balik tindakan orang lain dan kemudian menyadari
karakteristik dan kecenderungan mereka yang bertahan lama. Upaya kita guna
mengetahui motif dari perilaku seseorang, bahkan kadang-kadang alasan perilaku
kita sendiri, mencirikan atribusi. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan guna
mengetahui seseorang di sekitar kita secara lebih detail yaitu:

1) Mengenali yang nyata (fisik). Misalnya, dari segi penampilan dan cara
berpakaian.

2) Menanyakan secara langsung kepada orang yang bersangkutan, misalnya
tentang pemikirannya atau motivasi di balik dugaan perilaku tersebut. Ini
adalah alat yang paling penting.

Fritz Heider (1958) merupakan orang yang pertama kali melakukan
penelitian tentang atribusi. Awal mulanya, Heider mengklaim jika masing-masing
orang basisnya merupakan ilmuwan semu atau pseudo scientist dimana dia
berusaha menjelaskan perilaku individu lain melalui pengumpulan serta
penggabungan kepingan-kepingan berita hingga mencapai pembenaran yang dapat
dipertahankan mengapa individu tersebut berperilaku dengan cara tertentu.
Dengan kata lain, seorang akan terus-menerus mencari pembenaran mengapa
orang lain bertindak dengan cara tertentu.

Dalam atribusi, ada dua kategori yaitu:
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1) Atribusi dari dalam (disposisional)
Menurut atribusi dari dalam atau disebut juga atribusi internal, karakteristik
atau disposisi seseorang adalah yang mendorong tindakan mereka
(ketidakpastian yang menentukan perilaku).
2) Atribusi dari luar (lingkungan)
Dalam atribusi eksternal, kita sampai pada kesimpulan bahwa perilaku
seseorang dipengaruhi oleh lingkungan atau skenario tempat mereka berada.**
Teori atribusi sesuai dengan penelitian ini karena faktor yang berasal dari
dalam diri, seperti pengetahuan dan kesadaran, kuat lemahnya dapat berpengaruh
pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Menjadi hal yang dinilai
penting dari sisi wajib pajak, dengan adanya kesadaran diharapkan mereka akan
berinisiatif untuk menyelesaikan komitmen membayar pajak, sehingga wajib
pajak yang sadar akan kewajibannya menjadi krusial. Sebaik apapun suatu
kebijakan atau aturan itu dibuat jika subjek (pelaku) tidak memiliki kesadaran
untuk taat dan patuh maka akan terjadi yang namanya pengelakan/penghindaran
ataupun pelanggaran utamanya dalam rana perpajakan.
Selain faktor dari dalam, ada juga faktor dari luar yang dapat berpengaruh
terhadap kepatuhan masyarakat membayar pajak. Faktor eksternal yang dimaksud
dalam penelitian ini yakni adanya sanksi pajak secara universal berlaku bagi

setiap masyarakat apabila tidak taat aturan. Pada penelitian sebelumnya, Aprita

1 Sri Wahyuning Astuti, Modul Psikologi Sosial, (Jakarta Barat: Universitas Mercu
Buana, 2016), h. 2-3. https://nanopdf.com/download/modul-psikologi-sosial-tm7-3_pdf#modals



https://nanopdf.com/download/modul-psikologi-sosial-tm7-3_pdf#modals
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Tri Nadia (2020)** dan Ramadhanty & Zulaikha (2020)™ juga menggunakan teori
atribusi untuk menilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menjadi warga negara yang menjunjung tinggi aturan dan hukum yang
berlaku. Sudah seharusnya memenuhi kewajibannya termasuk kewajiban dalam
membayar pajak. Hal ini sebagai salah satu bentuk ketaatan kepada Pemerintah.
Selain itu, hal ini dianggap sebagai wujud pengamalan dari kutipan ayat pada QS

An-Nisa/4:59 yang berbunyi:**

< CTLo
.

o i oW1 Jgls 5kl 1 saikl s a1 sailal | 3l Gl il

25 Al {3l A ) 5L A U 8508 o0 1 e 5

o Fa d . 0T mer me &L
S Ry 5a ey SaY)

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah
kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih
baik akibatnya”.QS An-Nisa/4: 59

12 Aprita Tri Nadia, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak,
Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB)”, Skripsi, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), h.
12. http://repository.radenintan.ac.id

® Aglista Ramadhanty dan Zulaikha, “Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan,
Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, Diponegoro Journal of Accounting,
Vol. 9 No. 4, (Semarang: 2020), h. 3-4.
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/29037

4 Departemen Agama RI, Mushaf Al Qur’an dan Terjemah, (Depok: AL Huda, 2005) h.

88.
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Sebagaimana firman Allah SWT. diatas jelas memerintahkan agar Kita
mentaati ‘ulil amri (Pemimpin) yang mana pemimpin di negara demokrasi
dijuluki dengan sebutan Presiden. Sebagai wujud pengamalan dari kutipan ayat
tersebut yaitu perintah mentaati pemimpin, maka salah satu cara yang dapat
dilakukan yaitu dengan membayar pajak tepat waktu karena pajak adalah
keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain yang berwenang.

b. Teori pemungutan Pajak

Supramono menegaskan bahwa pemungutan pajak suatu negara,
khususnya di Indonesia, didasarkan pada sejumlah keyakinan yang mendasarinya.
Ini adalah teori-teorinya:*®
1) Teori Akuntansi

Sesuai dalam perjanjian akuntansi, agar mendapat perlindungan demi
keselamatan dan harta benda, wajib bagi masing-masing peserta yang
bersangkutan untuk melakukan pembayaran terhadap premi asuransi. Apabila
salah satu peserta telah mendapat naungan keselamatan terhadap diri dan harta
bendanya maka klaim asuransi tersebut akan dibayarkan oleh perusahan asuransi
yang berasal dari biaya premi. Negara melindungi kehidupan rakyat, harta benda,
dan hak konstitusional. Akibatnya, pajak mirip dengan premi asuransi karena
memberikan perlindungan yang terjamin bagi masyarakat.

2) Teori Kepentingan
Setiap warga negara harus diperlakukan sesuai dengan pembebanan pajak

yang diberikan berdasarkan pada teori pajak untuk rakyat. Perlindungan warga

* Hyronimus Reymond Rosok, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gubeng Surabaya”, Skripsi, (Surabaya:
Universitas Katolik Darma Cendika, 2019), h. 16-18. http://repositori.ukdc.ac.id



http://repositori.ukdc.ac.id/
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negara atas jiwa dan hartanya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah
merupakan hal yang paling penting, karena sudah dipahami dengan baik jika
dukungan keuangan negara diberikan oleh rakyat untuk perlindungan tersebut.
Rakyat akan membayar pajak lebih mahal, apabila keperluannya terhadap negara
juga besar.
3) Teori Daya Pikul

Menurut pandangan teori daya pikul, mereka yang mendapat manfaat dari
perlindungan yang diberikan oleh negara harus membayar pajak untuk menutupi
biaya perlindungan itu. Besarnya pendapatan yang menjadi pertimbangan
seseorang dapat digunakan untuk menghitung daya dukungnya, artinya semakin
banyak pendapatan seseorang, maka kemampuan atau daya dukungnya juga lebih
besar.
4) Teori Bakti

Letak dari landasan pajak yang dipungut yaitu bagaimana perasaan warga
negara terhadap negaranya. Masyarakat harus memahami bahwa membayar pajak
adalah tanggung jawab sebagai warga negara yang setia. Untuk menunjukkan
komitmennya, masyarakat harus mengakui bahwa membayar pajak adalah
kewajiban. Masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak untuk melayani.
5) Teori Asas Daya Beli

Pajak dipungut atas dasar keadilan. Oleh karena itu, pemungutan pajak
memerlukan pengeluaran konsumen melalui rumah tangga publik yang
diperuntukkan bagi rumah tangga negara. Meskipun negara pada akhirnya akan

mengembalikan daya beli yang ditarik kepada masyarakat, gagasan ini
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berpendapat bahwa pajak digunakan untuk menarik kekuatan rakyat. Alhasil,
kepentingan publik lebih terfokus.
2. Pajak Secara Umum
a. Pengertian pajak secara umum
luran wajib yang berasal dari masyarakat kepada negara dikenal dengan

istilah pajak. Pajak diperlukan sebagai kontribusi yang dibuat oleh masyarakat
kepada pemerintah. Pos penerimaan negara dari sektor pajak akan mencakup
setiap nominal uang yang diterima dari pembayaran pajak. Nantinya akan
berfungsi mendanai belanja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah
untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak didefinisikan sebagai pembayaran wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dikenai paksaan
berdasarkan undang-undang. Bertindak tanpa mendapat manfaat langsung dan
digunakan untuk kepentingan negara dalam rangka memajukan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
b. Fungsi Pajak

Berdasarkan fungsinya, pajak memiliki empat fungsi yang mencakup:

1) Pajak sebagai fungsi penerimaan (budgetair), yang digunakan oleh

pemerintah untuk membayar berbagai macam belanja negara.
2) Pajak sebagai fungsi pengatur (regulerend), yang digunakan sebagai

senjata dalam menegakkan atau mengelola perekonomian negara.
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3) Pajak sebagai fungsi stabilitas, yang digunakan untuk menjaga stabilitas
harga dan membuat kebijakan terkait.
4) Pajak sebagai fungsi pemerataan/redistribusi, yang digunakan dalam
meratakan pembangunan serta menjaga keseimbangan distribusi
pendapatan demi kesejahteraan masyarakat.
c. Asas Pemungutan Pajak
Harus ada peraturan yang mengatur perpajakan warga negara, penduduk,
dan entitas lain yang bukan warga negara tetapi terhubung dengan negara.
Mengikuti prinsip pemungutan suara penting untuk memenuhi tujuan pemungutan
pajak. Negara sebagai pemegang kewenangan penetapan pajak menggunakan lima
prinsip utama dalam pemilihan alternatif pemungutan, antara lain:
1) Asas tempat tinggal (domisili)
Pengenaan pajak atas segala bentuk pendapatan yang diperoleh penduduk
wilayahnya, termasuk pendapatan yang diperoleh di dalam negeri dan luar
negeri merupakan wewenang dari sebuah negara. Sedangkan asas domisili
ini, berlaku aturannya bagi masyarakat lokal yang menjadi wajib pajak.

2) Asas Sumber
Terlepas dari domisili wajib pajak, negara memiliki kekuatan untuk
mengenakan pajak atas uang yang dihasilkan didalam perbatasannya.

3) Asas kebangsaan
Memungut pajak berdasarkan kewarganegaraan suatu negara.
Sesuai dengan ajaran terkenal yang dimuat dalam sebuah karya yang

dituangkan dalam buku berjudul “Wealth of Nation” pada tahun 1904 merupakan
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hasil dari seorang ilmuan bernama Adam Smith yang diketahui bahwa
pemungutan pajak harus mencakup empat hal atau dikenal dengan sebutan “The
Four Maxims” meliputi:*®
1) Asas Equality atau Prinsip pemerataan
Yang dimaksud dengan prinsip pemerataan sama halnya dengan asas
keadilan yang diartikan bahwa pengenaan pajak menuntut keadilan,
beradsarkan pada kesanggupan serta pendapatan dari wajib pajak yang
berlaku universal. Prinsip pemerataan adalah keseimbangan dengan
kemampuan.
2) Asas Certainty atau Prinsip Kepastian
Konsep kepastian hukum inilah yang ditunjukkan dengan “asas kepastian”
yang menurutnya semua pungutan pajak harus sesuai dengan hukum serta
dilarang menyimpang darinya.
3) Asas Convinience of Payment atau Prinsip Kemudahan Pembayaran
Ide ini juga dikenal sebagai penagihan pajak di waktu yang tepat. Artinya
melihat momentum yang baik disaat kondisi ketika wajib pajak merasa
puas dan senang, contohnya pajak penghasilan yang dipungut ketika wajib
pajak menerima uang serta pajak hadiah dipungut ketika wajib pajak
memperoleh hadiah yang dikenakan pajak.
4) Asas Eficiency Atau Prinsip Efisiensi
Untuk efisiensi, agar beban administratif dari pemungutan pajak tidak

melebihi dari penerimaan pajak maka hasil pajak yang dipungut dikelola

18 Mansyuri, Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000. (Jakarta: Yayasan
Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), 2002), h. 4.
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secara efektif dan seefisien mungkin.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo menegaskan bahwa syarat-syarat berikut harus dipenuhi agar

pemungutan pajak dapat berjalan tanpa kesulitan atau perlawanan:*’

1)

2)

3)

4)

5)

Diperlukan Penagihan Pajak yang Adil (Syarat Keadilan)

Untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, maka pajak yang dipungut
juga harus berdasarkan hukum dan tata cara pemungutan yang adil.
Perpajakan Harus Mengikuti Hukum (Persyaratan Yuridis)

Di Indonesia, berdasarkan pada UUD 1945 dalam Pasal 23 ayat 2 yang
mengatur tentang pajak, kebijakan tersebut menawarkan negara dan
penduduknya jaminan hukum vyang diperlukan untuk menegakkan
keadilan.

Menghindari gejolak ekonomi (Syarat Ekonomi)

Untuk mencegah penurunan ekonomi lokal, pemungutan pajak tidak boleh
menghambat aktivitas perdagangan atau industri.

Diperlukan Penagihan Pajak yang Efisien (Syarat Finansial)

Berdasarkan fungsi anggaran, hasil pemungutan pajak tidak boleh lebih
kecil dibanding beban pemungutannya.

Proses Penagihan Pajak yang simpel

Orang lebih mungkin membayar pajak tepat waktu jika proses

penagihannya sederhana atau mudah.

e. Pengelompokan Pajak

7 Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Terbaru (Yogyakarta: Andi, 2016). h. 4-5.
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Dari segi kategorisasi

Pajak langsung, merupakan iuran wajib yang tidak bisa dialihkan ke
orang lain karena dipungut secara langsung dari wajib pajak yang
bersangkutan.Sebagai contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak tidak langsung, merupakan iuran wajib yang pada akhirnya bisa
dialihkan ke orang lain atau pihak ketiga. Sebagai contohnya yaitu Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).

Dari segi sifat

Pajak subjektif, merupakan iuran wajib berdasarkan subjek dengan artian
memperhitungkan kondisi dari wajib pajak yang bersangkutan. Sebagai
contohnya adalah Pajak Penghasilan.

Pajak objektif, merupakan kebalikan dari pajak subjektif karena
pemungutan pajak didasarkan kepada objeknya dengan artian bahwa
tidak memperhitungkan keadaan yang bersangkutan. Sebagai contohnya
adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM).

Dari segi pemungut dan pengelola

Pajak Pusat, merupakan iuran wajib kepada pemerintah pusat yang
berguna dalam mendanai rumah tangga negara. Sebagai contohnya
adalah PPN, PPh, PPNnBM, Bea materai dan PBB juga sempat termasuk,
namun di tahun 2012 PBB mulai dialihkan kepada pemerintah daerah.
Pajak Daerah, merupakan iuran wajib kepada pemerintah daerah yang

berguna dalam mendanai rumah tangga daerah. Adapun pembagiannya



23

yaitu: Pada tingkat | dikenal sebagai Pajak Provinsi yang meliputi: Pajak
kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan
bermotor dan kendaraan diatas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan
air tanah dan air permukaan. Sedangkan di tingkat Il dikenal sebagai
Pajak Kabupaten/Kota yang meliputi: Pajak hotel dan restoran, pajak
reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan.™
f.  Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
Meskipun tersedia pilihan pembayaran online yang membuat pembayaran
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) lebih nyaman dan praktis. Namun, Sistem
Administrasi Satu Atap (Samsat) Manunggal atau di gerai Samsat Keliling tetap
menjadi tempat favorit masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor
secara langsung.
Adapun syarat yang harus dipenuhi sebelum membayar pajak motor
tahunan yaitu diantaranya:
1) Bebas dari penunggakan pajak kendaraan bermotor selama lebih dari satu
tahun
2) Menyertakan fotokopi e-KTP yang bersangkutan (per STNK).
3) Menyertakan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan fotokopinya.
4) Menyertakan Surat Keterangan Kendaraan Bermotor dan fotokopinya
5) Jika dikuasakan, fotokopi KTP pemberi kuasa harus disertai di surat kuasa

tersebut yang telah dibubuhi stempel.

'8 Isroah, Perpajakan, (Yogyakarta : UNY Press, 2013). h.7-8.
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Wajib pajak bisa langsung mengunjungi gerai Samsat terdekat atau Samsat

Keliling untuk membayar pajak kendaraan bermotor setelah semua kelengkapan

dokumen yang diperlukan sudah lengkap.

Berikut adalah proses dalam membayar pajak kendaraan bermotor

tahunan, diantaranya:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

Kunjungi Samsat keliling atau gerai Samsat

Isi formulir yang diberikan atau disediakan oleh petugas.

Serahkan formulir dan pajak motor yang berlaku (BPKB asli hanya
ditunjukkan tidak diserahkan).

Untuk sepeda motor yang masih dalam proses kredit/cicilan, diperlukan
fotokopi BPKB dan surat pengantar dari usaha leasing/pembiayaan.

Segera penuhi panggilan. Jika ada berkas yang kurang maka akan terdengar
panggilan dari pegawai loket. dan jika dokumen sudah lengkap, pegawali
loket kemudian melakukan panggilan serta memberikan lembar pajak untuk
pembayaran.

Membayar pajak sepeda motor dengan tarif yang sesuai.

Anda harus membayar denda terlebih dahulu jika Anda terlambat membayar
pajak motor.

Simpan struk pembayaran dan perlihatkan saat pengambilan STNK.

Sebagai bukti pengesahan pajak tahunan, pastikan STNK yang diambil sudah

dibubuhi cap terlebih dahulu.
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3. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Wijayanti dkk (2015), sebagaimana dikutip oleh Yulia dkk
(2020), pengetahuan perpajakan merupakan kondisi ketika seseorang paham dan
tahu tentang perpajakan dari segi aturan perundang-undangan serta prosedur yang
berlaku kemudian bagaimana mengimplementasikannya dalam rangka
pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan tentang pajak tersebut misalnya
pengajuan pajak, pelaporan SPT, serta kegiatan serupa lainnya. Jika seseorang
sudah mengetahui dan memahami pajak maka dapat berpengaruh pada terjadinya
peningkatan kepatuhan dari sisi wajib pajak.™

Menurut Sari dan Suryadi (2019) Pengetahuan pajak yang baik dapat
membantu meningkatkan kepatuhan seseorang yang ingin membayarkan pajaknya
serta memperlakukannya berdasarkan hukum atau peraturan yang diterapkan. Jika
seseorang tidak mengetahui aturan dan prosedur yang mengatur pajak maka dia
tidak dapat berperilaku secara tepat.® Ini juga dikarenakan pengetahuan
merupakan dasar yang digunakan seseorang dalam bertindak.
4. Sanksi Pajak

Pranata & Setiawan (2015) berpendapat bahwa pengambilan tindakan
guna memaksa wajib pajak agar mematuhi aturan perundang-undangan

perpajakan yang diterapkan merupakan pengertian dari sanksi perpajakan.

¥ yulia dkk, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat
Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kota
Padang. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi. Vol.1 No. 4. (Kota Padang: 2020), h. 306.
https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114

2 Sari dan Suryadi, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening
(Studi pada Pelaku UMKM vyang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur). Jurnal limu
Administrasi  Bisnis.  Vol. 8 No. 3. (Semarang Timur : 2019), 126-
135.https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/24043
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26

Pelanggaran atas undang-undang perpajakan dapat mengakibatkan sanksi

administratif ataupun sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pelanggarnya.?
Hukuman berupa sanksi administratif dan pidana merupakan sejumlah

hukuman yang harus dihadapi oleh wajib pajak ketika mereka melakukan

pelanggaran dan tidak mau membayar pajaknya.

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administratif akan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak
memenuhi persyaratan administrasi karena akan menimbulkan kerugian negara.
Sehingga harus membayarsanksi berupa bunga, denda serta kenaikan pajaknya.
Adapun hukum yang mengatur tentang sanksi dimuat dalam UU No. 28 Tahun
2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan
umum dan tata cara perpajakan.

Perilaku yang dapat dikenakan sanksi termasuk terlambat melakukan
pembayaran pajak, pajak penghasilan untuk tahun berjalan belum dibayarkan, dan
menyerahkan SPT Tahunan dengan informasi yang tidak benar karena
kecerobohan atau berlalunya waktu. Denda yang harus didasarkan pada sanksi
administrasi paling sedikit Rp100.000 dan tidak boleh melebihi 100% dari total
pajak. Denda bunga terendah adalah 2% dari penerimaan pajak, dan denda
maksimum terhadap pajak baik yang belum dibayar ataupun yang masih kurang
bayar adalah sebesar 48%. Untuk selanjutnya jika melanggar aturan akan
dikenakan denda paling sedikit 50% dari pajak yang belum dibayar sampai

dengan paling banyak 200%.

2L pytu Aditya Pranata dan Putu Ery Setiawan, “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas
Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak™. E-Jurnal Akuntansi. Vol. 10 No.
2, (Bali: 2015), h. 463. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/10166
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b. Sanksi Pidana

Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan perundangan yang berlaku
maka wajib pajak akan dikenakan tiga hukuman, antara lain pidana denda,
kurungan, dan pidana penjara berdasarkan undang-undang. Pidana artinya:
hukuman; sanksi; rasa sakit; penderitaan. Sedangkan hukum pidana berarti:
Hukum Hukuman atau peraturan-peraturan tentang hukuman/pidana.?* Wajib
Pajak yang berulang kali melakukan pelanggaran hukum dan merugikan negara
dikenakan sanksi ini. Hukuman pidana adalah garis pertahanan terakhir untuk
menjaga kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan.

Denda dapat dikenakan kepada petugas pajak atau pihak lain yang
melanggar hukum selain wajib pajak. Contoh pelanggaran yang dapat
mengakibatkan denda termasuk gagal menyerahkan SPT atau berulang Kkali
mengunggah SPT dengan informasi yang tidak akurat. Ancaman konsekuensi
yang mungkin seberat denda Rp 1 miliar atau sebesar jumlah utang pajak tunggal.
Selain denda, tindakan yang mengurangi pendapatan negara berpotensi
mengakibatkan hukuman penjara tiga bulan hingga satu tahun. Setidaknya enam
tahun harus berlalu saat menjalani masa hukuman penjara. Contoh lain perilaku
yang dapat mengakibatkan berakhir di penjara adalah ketika pajak yang dipungut
tidak disetorkan sehingga perilaku tersebut sangat merugikan negara.

5. Kesadaran Wajib Pajak
Menurut Nasution (2003), yang dikutip oleh IThamsyah dkk (2016), sebuah

perilaku dimana wajib pajak sudah paham kemudian ingin membayar serta

22 Takdir, Mengenal Hukum Pidana, (Sulawesi Selatan: Penerbit Laskar Perubahan,
2013), Cet. 1, h. 1. http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1669



http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1669

28

menunaikan kewajiban perpajakannya dan terbuka tanpa ada yang disembunyikan

dengan menyatakan seluruh penghasilannya berdasarkan peraturan yang ada

merupakan definisi dari kesadaran wajib pajak.?®
Terkait pembayaran pajak, bentuk kesadaran utama terdiri dari dua, yaitu:

a. Kesadaran jikapembayaran pajak adalah cara untuk berpartisipasi dalam
mendukung perekonomian negara. Melalui kesadaran tersebut maka
seseorang melakukan pembayaran sebab mereka merasa pajak yang
dikenakan tidak serta merta membuatnya rugi.

b. Kesadaran jika beban pajak dikurangi dan wajib pajak menunda membayar
pajak merupakan hal yang membuat negara dirugikan. Melalui kesadaran
tersebut maka seseorang siap melakukan pembayaran sebab menyadari jika
pemotongan pajak dan menunda untuk membayarnya menghabiskan sumber
daya keuangan negara, yang dapat menghambat perkembangannya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diartikan bahwa dalam memberikan
partisipasi untuk negara dalam mendukung segala bentuk pembangunannya bisa
diwujudkan dengan memiliki kesadaran akan kewajiban membayar pajak dan hal
tersebut merupakan salah satu wujud dari perilaku moral terhadap negara. Selain
itu, dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tidak hanya sekedar pelaksanaan
dari segi teknisi misalnya tentang tarif dan pemeriksaan pajak namun terdapat

aspek lain yaitu tentang keinginan masyarakat untuk membayar iuran wajib atau

Z R, Ilhamsyah, M.G.W, Endang & R.Y. Dewantara, “Pengaruh Pemahaman dan

Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas
Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi
Samsat Kota Malang)”. Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 8 No. 1, (Malang: 2016), h. 4.
http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/219
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pajak tersebut menurut aturan yang berlaku adalah point utama yang harus
diwujudkan.
6. Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Nurmantu (2005) yang dikutip oleh Ananda dkk (2015)
Pemenuhan seluruh kewajiban dan hak perpajakan merupakan definisi dari
kepatuhan wajib pajak. Jika penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan yang
seharusnya, melaporkan SPT atau surat pemberitahuan serta membayar jumlah
utang pajak sebelum jatuh tempo, maka wajib pajak tersebut dapat dinyatakan
telah mematuhi aturan pajakatau disebut tax compliance.**
Berikut ini merupakan dua jenis kepatuhan yang terdiri dari:
a. Kepatuhan administratif atau formal
Sebuah keadaan ketika kewajiban perpajakan yang dilakukan dengan formal
oleh seorang wajib pajak telah dipatuhi berdasarkan aturan yang diterapkan
dalam undang-undang perpajakan maka hal tersebut dikenal sebagai
kepatuhan formal. Sebagai contohnya adalah melakukan pendaftaran,
perhitungan serta pelaporan utang pajak.
b. Kepatuhan teknis atau material
Suatu kondisi ketika seluruh persyaratan material yang berhubungan dengan
pajak utamanya yaitu terkait isi serta jiwa dari perundang-undangan pajak
yang diterapkan telah dipenuhi dengan substantif oleh seorang wajib pajak

maka hal tersebut dikenal sebagai kepatuhan material. Contohnya adalah

2 pR.D. Ananda, S. Kumadji, & A. Husaini, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif
Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang
Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)”, Jurnal Perpajakan
(JEJAK), Vol. 6 No. 2. (Batu: 2015), h. 4,
http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/201
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penyampaian SPT tahunan dengan sebenar-benarnya sebelum jatuh tempo.
7. Pajak Kendaraan bermotor

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah setiap
kendaraan yang digerakkan oleh peralatan berupa mesin selain kendaraan yang
berjalan di atas rel. Pajak atas pemilikan atau kepemilikan kendaraan bermotor,
alat gerak besar, dan gandengannya yang digerakkan oleh motor atau alat lain
yang Dberfungsi mengubah suatu energi menjadi tenaga tertentu untuk
menggerakkan gerak kendaraan yang bersangkutan. Kendaraan ini bisa beroda
dua atau lebih. Ini disebut sebagai pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis retribusi daerah
yang tercakup dalam pajak provinsi. Pajak Kendaraan Bermotor dibebankan
kepada Wajib Pajak yang menguasai atau memiliki kendaraan bermotor. Pajak
kendaraan bermotor terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang memiliki
kendaraan bermotor.

8. Tukang Ojek Pangkalan

Tukang ojek pangkalan atau disebut juga dengan ojek konvensional adalah
swadaya atau perkumpulan yang dibuat oleh beberapa pengemudi ojek
konvensional yang berdomisili atau sering berada di daerah tertentu dimana
daerah tempat tinggal mereka merupakan tempat kekuasaan atau hak milik ojek

dalam mengambil atau mencari penumpang. Biasanya ojek pangkalan ini terletak
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di depan kompleks, juga di depan gang, pasar, dan lokasi lainnya.?
C. Kerangka Pikir

Penelitian ini menggunakan tiga faktor independen atau variabel bebas
untuk menguji bagaimana pengaruhnya terhadap variabel terikat atau dependen.
Variabel independen tersebut terdiri dari pengetahuan, sanksi dan kesadaran wajib
pajak, sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan tukang ojek pangkalan
dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Guna mempermudah jalannya
kegiatan penelitian serta untuk memperjelas alur pemikiran pada penelitian ini,
maka dari itu penulis merumuskan sebuah kerangka pikir yang digambarkan

sebagai berikut:

Pengetahuan Perpajakan

(X1)

Kepatuhan Tukang Ojek
Sanksi Pajak Pangkalan Membayar
(X2) PKB
(Y)

Kesadaran Wajib Pajak
(X3)

Gambar 2.1 Kerangka Pikir
D. Hipotesis Penelitian
Rumusan masalah yang diteliti kemudian disajikan dalam rangkaian
pertanyaan memiliki jawaban sementara yang dinamakan hipotesis. Sebab dugaan

yang ditawarkan hanya berdasarkan sangkutan teori belum berdasarkan dari

> Rahmania Nur Bayti, “Paguyuban Ojek Pangkalan”, Jurnal, (Surabaya: Universitas
Airlangga, 2018), h. 5. https://repository.unair.ac.id
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kenyataan yang terjadi dilapangan dengan mengumpulkan informasi akurat jadi

dikatakan bahwa jawaban atau dugaan tersebut sifatnya sementara. Oleh karena

itu, hipotesis dikenal sebagai jawaban teoritis yang bersifat sementara bukan

merupakan jawaban empiris terhadap perumusan masalah penelitian.?®

Berikut adalah rumusan hipotesis penelitian berlandaskan pada kerangka

konseptual dan referensi temuan penelitian sebelumnya:

a.

H;: Ada pengaruh signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan
Tukang Ojek Pangkalan membayar PKB

Ho: Tida ada pengaruh signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan
Tukang Ojek Pangkalan membayar PKB

H,: Ada pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan Tukang Ojek
Pangkalan membayar PKB

HO: Tidak ada pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan Tukang
Ojek Pangkalan membayar PKB

Hs: Ada pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan
Tukang Ojek Pangkalan membayar PKB

Ho: Tidak ada pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak terhadap
kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan membayar PKB

Hs: Pengetahuan Perpajakan merupakan variabel yang paling dominan
berpengaruh. Hal ini berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu yang relevan
kebanyakan menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2® Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Alfabeta: Bandung,

2015), h. 64.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif merupakan jenis kategori yang digunakan pada
penelitian ini. Sebab penelitian berjenis kuantitatif mengacu pada penggunaan
analisis statistik dan data numerik sebagai input dalam penelitian.?’
B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi lokasi pada penelitian ini.

Adapun periode penelitian berlangsung dari bulan Maret hingga Juni 2022.

Tabel 3.1 Titik-titik Pangkalan Ojek yang dapat ditemui di Kota Palopo

No. Tempat Titik Pangkalan Ojek

1. Wara Utara 1. Pangkalan Salubulo

2. Pangkalan Patte’ne

3. Pangkalan Sungai Rongkong

4. Pangkalan SMPN 1, SMAN 1,
SMPN 7 Palopo

5. Pangkalan SMKN 1 Palopo

6. Depan Kantor BRI Cabang
Palopo

7. Depan Hypermart Palopo

2. Wara Barat Pangkalan SMPN 2 Palopo

2T sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Alfabeta: Bandung,
2015), h.7.
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3. Wara Timur

Pasar Andi Tadda

4, Wara

1. Pusat Niaga Kota Palopo

2. Depan Rs. Atmedika Kota Palopo

3. Jalan Samiun ( Pangkalan Gaspa)

4. Jalan Mangga (Sentral Palopo)

5. Jalan K.H. Ahmad Dahlan

6. Terminal Palopo

C. Definisi Operasional Variabel

Tabel

terminologi terkait yang digunakan dalam penelitian ini:

berikut disajikan oleh penulis untuk menjelaskan beberapa

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel dan Indikatornya

No Variabel Definisi Indikator
1 Pengetahuan  Merupakan pemahaman 1. Fungsi pajak
Perpajakan tukang ojek pangkalan diketahui
sebagai wajib pajak 2. Kewajiban wajib
tentang prosedur pajak diketahui
perpajakan yang sesuai 3. Prosedur
berdasarkan hukum serta pembayaran pajak
undang-undang. diketahui
4. Jatuh tempo
pembayaran pajak
diketahui
2 Sanksi Pajak  Merupakan tindakan 1. Mengetahui tujuan
preventif atau sebagai pengenaan sanksi
alat pencegah  untuk pajak
memastikan bahwa wajib 2. Sanksi pajak
pajak  (tukang  ojek bersifat mendidik
pangkalan) tidak 3. Sanksi pajak
melanggar undang- bersifat menyeluruh

3

Kesadaran

undang perpajakan.

Merupakan itikad baik

1. Kesadaran wajib
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Wajib Pajak  para tukang ojek pajak mengenai hak
(Tukang pangkalan  berdasarkan dan kewajiban
Ojek hati  nuraninya yang Mempercayaibahwa
Pangkalan) ikhlas dan tulus dalam pajak untuk
memenuhi kewajiban membiayai daerah
perpajakannya. dan negara
Membayar pajak
dengan sukarela atas
inisiatif dari diri
sendiri
Kepatuhan Merupakan kondisi Kewajiban pajak
Wajib Pajak  ketikatukang ojek berdasarkan
(Tukang pangkalan telah ketentuan yang
Ojek memenuhi dan berlaku terpenuhi
Pangkalan) menunaikan  kewajiban Pembayaran pajak
serta hak perpajakannya secara tepat waktu
berdasarkan hukum dan terpenuhi

aturan perundang-
undangan pajak yang
diterapkan secara baik
dan benar

Persyaratan untuk
membayar pajak
terpenuhi

Tidak melewati

jatuh tempo
pembayaranterpenu
hi28

D. Populasi dan Sampel
1. Populasi

Ruang lingkup dari penelitian dinamakan populasi.?® Adapun dalam kasus
ini, seluruh masyarakat Kota Palopo yang berprofesi sebagai tukang ojek

pangkalan dijadikan sebagai populasinya.

8 D.K.Wardani & R. Rumiyatun, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib
Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, Jurnal Akuntansi, Vol. 5 No. 1, (Yogyakarta: 2017), h. 18-20 .
https://doi.org/10.24964/ja/v5il

2 R. Ananda (ed), Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Citapustaka Media: Bandung,
2014), h. 171.
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2. Sampel
Wakil dari populasi dinamakan sampel.*® Dalam penelitian ini sifat
populasinya yaitu infinite yang artinya populasi tidak diketahui jumlahnya secara
akurat atau populasi tidak terbatas. Oleh karena tidak tersedianya data sekunder
yang menjelaskan secara tepat berapa jumlah pangkalan dan pengemudi ojek
pangkalan di Kota Palopo, menyebabkan tidak adanya kerangka sampel. Adapun
teknik penentuan sampel untuk populasi yang bersifat infinite yaitu kesempatan
atau peluang tidak diberikan secara seksama kepada unsur populasi atau masing-
masing anggota yang nantinya akan terpilih sebagai sampel atau dikenal dengan
istilah teknik non probability sampling. Sedangkan untuk praktik memilih
sampelnya didasarkan pada pertimbangan atau kriteria khusus yang biasa dikenal
dengan istilah purposive sampling.®
Adapun kriteria sampel yang dimaksud mengacu pada dua hal yaitu
sebagai berikut:
a. Pekerjaan utamanya yaitu pengemudi ojek pangkalan
b. Tidak merangkap menjadi pengemudi ojek online
Mengingat bahwa seluruh populasi tidak diketahui dengan pasti, rumus
berikut dari Lemeshow (1997) harus digunakan untuk menentukan ukuran

sampel:

2p(1-P
n=1: (dz )

_1,96%0,5(1-0,5)
n=———-
0,1

® R. Ananda (ed), Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Citapustaka Media: Bandung,
2014), h. 172.

3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Alfabeta: Bandung,
2015), h. 84-85.
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_ 3,8416.0,25
0,01

n = 96,04

Penjelasan:
jumlah sampel yang dinotasikan dengan huruf (n)
nilai standar sebesar 1,96 yang dinotasikan dengan huruf (z)
maksimal estimasi sebesar 50% atau 0,05 dinotasikan dengan huruf (p)
nilai alpha (0,10) atau sampling error= 10% yang dinotasikan dengan huruf (d)

Berdasarkan hasil formula Limeshow di atas, 96 responden dari hasil
pembulatan 96,04 merupakan jumlah sampel yang diperlukan untuk penelitian ini.
Dikarenakan besarnya populasi yang dituju dan jumlahnya yang sewaktu-waktu
dapat berubah menjadi alasan mengapa penulis menggunakan rumus Limeshow
tersebut.
E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam pengujian ini adalah
sejumlah item berupa pernyataan dalam bentuk tertulis atau biasa dikenal dengan
istilah angket/kuesioner dan kemudian ditujukan kepada tukang ojek pangkalan
sebagai responden dalam penelitian. Adapun untuk mengukur pernyataan dalam
kuesioner digunakan skala likert untuk memperoleh data ordinal dengan mengacu
pada ketentuan berikut:
Sangat Setuju (SS) = skornya 5
Setuju (S) = skornya 4
Ragu-ragu atau Netral (N)= skornya 3

Tidak Setuju (TS) = skornya 2
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Sangat Tidak Setuju (STS)= skornya 1
F. Teknik Pengumpulan Data
1. Pengamatan (Observation)

Dilakukan melalui wujud pengamatan atau memperhatikan tentang
fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan serta mencatat hal-hal yang berkaitan
dengan keadaan ataupun yang berkaitan dengan objek sasaran.

2. Kuesioner (Questionnaire)

Dilakukan dengan cara membagikan sejumlah item berupa pernyataan
dalam bentuk tertulis yang kemudian ditujukan kepada tukang ojek pangkalan
sebagai responden dalam penelitian.

3. Studi Pustaka (Library Research)

Yaitu dengan melakukan pengumpulan informasi atau data dari berbagai
sumber bacaan seperti buku, kumpulan tulisan ilmiah dalam bentuk artikel,
melalui jurnal, hasil penelitian-penelitian terdahulu (skripsi), dan sumber lainnya
yang relevan baik dengan mengaksesnya secara langsung yaitu mengunjungi
perpusatakaan ataupun secara tidak langsung melalui akses media internet.

G. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen
1. Uji Validitas

Agar validitas suatu kuesioner diketahui maka perlu dilakukan uji
validitas. Suatu kuesioner dinyatakan sah atau valid ketika pertanyaan-pertanyaan
survei di dalam kuesioner dapat memberikan gambaran tentang pokok bahasan
yang ingin dinilai. Terkait kuesioner yang dibuat benar valid atau tidak dapat

diketahui dengan menggunakan ketentuan yaitu jika rhitung>rtable maka pernyataan
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dikatakan valid dan begitupun sebaliknya. Untuk mendapatkan data yang valid
maka pengunaan alat atau instrumen yang valid juga harus diperhatikan pada saat
pengukuran, karena data yang valid berasal dari alat/instrumen yang juga valid.*?

Tabel 3.3 Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X1)

Item Pernyataan Rhitung Rapel Hasil
X11 0,568 0,2006 Valid
X12 0,405 0,2006 Valid
X13 0,567 0,2006 Valid
X14 0,589 0,2006 Valid

Dari hasil output SPSS yang disajikan dalam bentuk tabel diatas,
kesimpulan yang dapat ditarik adalah seluruh pernyataan untuk variabel
pengetahuan perpajakan (X1) terbilang sah atau valid karena Rhitung (korelasi
Pearson) nilainya masing-masing sebesar 0,568, 0,405, 0,567, 0,589 lebih tinggi
dari nilai Rtabel sebesar 0,2006.

Tabel 3.4 Uji Validitas Sanksi (X2)

Item Pernyataan Rhitung Rapel Hasil
X21 0,544 0,2006 Valid
X22 0,523 0,2006 Valid
X23 0,644 0,2006 Valid
X24 0,700 0,2006 Valid

%2 sSugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kulaitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2017), h. 121.
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Dari hasil output SPSS yang disajikan dalam bentuk tabel diatas,
kesimpulan yang dapat ditarik adalah seluruh pernyataan untuk variabel sanksi
(X2) terbilang sah atau valid karena Rhitung (korelasi Pearson) nilainya masing-

masing sebesar 0,544, 0,523, 0,644, 0,700 lebih tinggi dari nilai Rtabel sebesar

0,2006.
Tabel 3.5 Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X3)
Item Pernyataan RHitung Rabel Hasil
X31 0,503 0,2006 Valid
X32 0,633 0,2006 Valid
X33 0,236 0,2006 Valid
X34 0,526 0,2006 Valid

Dari hasil output SPSS yang disajikan dalam bentuk tabel diatas,
kesimpulan yang dapat ditarik adalah seluruh pernyataan untuk variabel kesadaran
wajib pajak (X3) terbilang sah atau valid karena Rhitung (korelasi Pearson)
nilainya masing-masing sebesar 0,503, 0,633, 0,236, 0,526lebih tinggi dari nilai
Rtabel sebesar 0,2006.

Tabel 3.6 Uji Validitas Kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan ()

Item Pernyataan RHitung Rabel Hasil
Y1 0,565 0,2006 Valid
Y2 0,511 0,2006 Valid
Y3 0,472 0,2006 Valid

Y4 0,577 0,2006 Valid
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Dari hasil output SPSS yang disajikan dalam bentuk tabel diatas,
kesimpulan yang dapat ditarik adalah seluruh pernyataan untuk variabel
kepatuhan tukang ojek pangkalan (Y) terbilang sah atau valid karena Rhitung
(korelasi Pearson) nilainya masing-masing sebesar 0,565, 0,511, 0,472, 0,577
lebih tinggi dari nilai Rtabel sebesar 0,2006.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas harus dilakukan sebagai alat untuk mengukur kuesioner yang
berfungsi sebagai indikator suatu konstruk atau variabel. Apabila jawaban seseorang
atas kuesioner dari waktu ke waktu bersifat konsisten atau stabil maka kuesioner
tersebut dinyatakan reliable atau handal. Melalui software SPSS pengujian reliabilitas
instrumen dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman cronbach’s alpha (o)
dengan ketentuan yaitu apabila nilai o melebihi 0,6 berarti pernyataan dalam instrumen
atau kuesioner terkait suatu variabel tersebut dinyatakan reliable dan begitupun
sebaliknya. Suatu instrumen dapat dipercaya jika secara konsisten memberikan hasil
yang sama ketika digunakan untuk mengukur item yang sama secara berulang-ulang.®

Tabel 3.7 Uji Reliabilitas

Batas min.
Variabel Cronbach alpha Hasil
Cronbach alpha
X1 0,063 0,060 Reliable
X2 0,064 0,060 Reliable

¥ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kulaitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2017), h. 123.
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X3 0,075 0,060 Reliable

Y 0,068 0,060 Reliable

H. Teknik Analisis Data

Untuk kasus ini digunakan model analisis regresi linear berganda sebab
hanya terdiri dari satu variabel terikat yakni kepatuhan tukang ojek pangkalan
dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sedangkan untuk variabel bebasnya
ada tiga yaitu pengetahuan pajak, sanksi dan kesadaran wajib pajak. Adapun
untuk menganalisis data yang tersedia menggunakan dukungan software
Statistical Product And Service Solution for Windows atau disingkat SPSS versi
22. Untuk menginterprestasikan hasil analisis dari sebuah model regresi yang
digunakan, terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian data yang harus lolos dari
beberapa kriteria uji yaitu diantaranya:

1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Kenormalan Data (Normalitas)

Agar sampel data diketahui apakah berasal dari populasi normal ataupun
sebaliknya maka perlu dilakukan normalitas tes. Sebuah data yang normal dapat
pula dilihat dari residualnya. Kriteria dalam menentukan kenormalan suatu data
yaitu berpatokan pada besarnya nilai probabilitas atau signifikansi. Jika nilai sig.

melebihi 0,05 berarti sampel data dinyatakan berasal dari distribusi normal.*

| Getut Pramesti, Statistika Lengkap secara Teori dan Aplikasi dengan SPSS 23, (PT
Elex Media Komputindo: Jakarta, 2016). h. 67.
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b. Uji Multikolinearitas

Suatu keadaan apabila terjadi korelasi terhadap variabel bebas yang terdiri
dari dua atau lebih merupakan pengertian dari multikolinearitas. Kondisi ini
menyebabkan estimasi parameter menjadi bias dalam model regresi disamping
sesatan bakunya juga menjadi besar dan koefisien regresi relatif kurang presisi.
Kemunculan multikolinearitas bisa terindikasi melalui nilai VIF (Variance
Inflation Factor), yaitu simpangan baku kuadrat yang berfungsi mengukur
keretakan hubungan sesama variabel bebas. Apabila nilai VIF berada diatas angka
10 maka gejala multikolinearitas terdeteksi dan begitupun sebaliknya.®
c. Uji Heterokedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas sebagai alat pengujian model regresi penting
dilakukan untuk mengetahui perbedaan varians antara satu pengamatan dengan
pengamatan lainnya. Apabila varians residual antara pengamatan satu bersifat
tetap terhadap pengamatan lain, maka dinamakan homokedastisitas. Sedangkan
apabila terjadi perbedaan maka dinamakan heterokedastisitas. Jika terhindar dari
gejala heterokedastisitas berarti model regresi tersebut dikatakan baik.*
2. Uji Hipotesis
a. Koefisien Determinasi (Uji-R?)

Sebuah nilai yang mewakili perkiraan perubahan yang disebabkan oleh

keberadaan variabel independen dikenal sebagai koefisien determinasi.” Melalui

% | Getut Pramesti, Statistika Lengkap secara Teori dan Aplikasi dengan SPSS 23, (PT
Elex Media Komputindo: Jakarta, 2016). h. 68.

% Echo Perdana K, Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22, (Lab Kom Manajemen FE UBB:
Pangkalpinang, 2016), h. 49.

%" purbayu Budi Santosa dan Ashari, Analisis Statistik dengan Microsoft Excel & SPSS,
(Edisi I; Yogyakarta: ANDI Publisher, 2007), h. 144.
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koefisien determinasi, manfaat model regresi dalam memprediksi variabel tertentu
dapat diketahui. Agar besarnya pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap
variabel terikat dapat diketahui maka perlu melakukan uji koefisien determinasi
dengan melihat nilai r square. Letak dari nilai koefisien determinasi yaitu berada
pada rentang nilai 0-1. Dengan artian apabila nilainya makin mendekat pada
angka satu maka pengaruhnya semakin kuat, begitupun sebaliknya.®

b. Uji-T (Signifikan Individual)

Dengan bantuan tes ini, peneliti dapat mengetahui seberapa dekat variabel
bebas memengaruhi variabel terikat secara parsial. Membandingkan nilai thiwung
dengan tne menggunakan signifikansi 5% atau 0,05 adalah bagaimana pengujian
ini dilakukan.

Ketentuan pada t-test yaitu:

1) Hj diterima sementara Hy tertolak ketika nilai dari t-hitung melebihi t-
tabel, yang artinya terdapat pengaruh dari dua variabel yang diteliti,
serta variabel dependen dapat diterangkan oleh variabel independen.

2) Hp diterima sementara H; tertolak ketika nilait-hitungkurang dari t-
tabel, yang artinya tidak ditemukan pengaruh dari dua variabel yang
diteliti, serta variabel independen tidak dapat menerangkan variabel
dependen.

c. Uji-F (Signifikan Simultan)
Agar dapat diketahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan

(bersamaan) dari variabel x terhadap variabel y maka perlu dilakukan uji-F.

** Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, (Edisi IlI;
Semarang; Badan Penerbit Universitas Ponegoro, 2005), h. 44.
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Perlakuan tes ini dengan menggunakan koefisien determinasi yang diakarkan.*
Ketentuan pada Uji-F yaitu:

1)  H; diterima sementara Ho ditolak apabila Fhiwng > Franel, Yang artinya
terdapat pengaruh dari dua variabel yang diteliti, serta secara bersamaan
variabel bebas mampu menerangkan variabel terikat.

2) Ho diterima sementara H; ditolak apabila Friwng < Franel, Yang artinya
tidak ditemukan pengaruh dari dua variabel yang diteliti, serta secara
bersamaan variabel bebas tidak mampu menerangkan variabel terikat.

3. Uji Multiple Linear Regression Analysis

Dengan penggunaan multiple linear regression analysis atau analisis
regresi linier berganda, maka dapat dilakukan pengujian atas dua atau lebih
variabel independen untuk melihat pengaruhnya terhadap satu variabel dependen.
Dalam persamaan ini menyiratkan bahwa hubungan antara variabel dependen dan
masing-masing prediktor yang sesuai adalah lurus atau linier. Biasanya, terdapat
formula yang digunakan untuk mengekspresikan hubungan yang terjadi.*> Adapun
rumus atau formula yang dibuat adalah sebagai berikut untuk kasus dalam

penelitian ini:

Y=o+ B1Xs + BoXo+ PaXs+ €

Penjelasan:

Kepatuhan wajib pajak selaku variabel terikat dengan simbol ()

¥ Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, (Edisi IlI;
Semarang; Badan Penerbit Universitas Ponegoro, 2005), h. 85.

% Dyah Nirmala. A. Janie, Statistik Deskriptif & Regresi Linear Berganda dengan SPSS,
(Semarang : Semarang University Press, 2012), h.13.
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Konstanta dengan simbol (o)

Koefisien regresi variabel bebas dengan simbol ()

Pengetahuan perpajakan selaku variabel bebas dengan simbol (X1)
Sanksi pajak selaku variabel bebas dengan simbol (X2)

Kesadaran wajib pajak selaku variabel bebas dengan simbol (X3)

Error of term dengan simbol (¢)



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Sejarah Kota Palopo

Gambar 4.1 Logo Kota Palopo

Ibukota Kabupaten Luwu, Kota Palopo yang semula bernama Kota
Administratif Palopo (Kotip), didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 42 Tahun 1986. Era reformasi yang menghasilkan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, juga telah membuka prospek bagi
Kota Administratif di seluruh Indonesia yang mengajukan permohonan untuk
ditingkatkan menjadi daerah otonom.

Salah satu titik balik dalam perjuangan pembangunan Kota Palopo terjadi
pada tanggal 2 Juli 2002, ketika Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
mengakui daerah otonom Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Palopo. Daerah Otonom Kota Palopo dan

47
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Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan yang akhirnya menjadi Daerah
Otonom memiliki letak geografis tesendiri dan berpisah dari induknya yaitu
Kabupaten Luwu dengan bentuk dan model pemerintahan atau konstitusi.

Awalnya dibuat sebagai daerah mandiri. Hanya 4 wilayah kecamatan di
Kota Palopo yang mencakup 19 kelurahan dan 9 desa. Namun pada tahun 2006
kecamatan di Kota Palopo dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan
agar dapat lebih melayani masyarakat seiring dengan dinamika perkembangan
Kota Palopo dalam segala bidang.**
b. Letak Geografis

Kota Palopo, salah satu wilayah otonomi di Tanah Luwu. Palopo terletak
antara 2 derajat 53,13 dan 3 derajat 4 Lintang Selatan dan 120 derajat 03 hingga
120 derajat 17,3 Bujur Timur, dengan kisaran ketinggian 0 hingga 300 meter di
atas permukaan laut. Jaraknya kira-kira 375 kilometer sebelah utara Makassar.
c. Luas wilayah

Kurang lebih 247,52 kilometer persegi, atau 0,39% dari total luas wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan wilayah administrasi Kota Palopo.
Mayoritas Kota Palopo merupakan dataran rendah. Kecamatan Wara Barat
memiliki luas wilayah terbesar yaitu 54,13 km persegi, sedangkan Kecamatan
Wara Utara memiliki luas wilayah terkecil yaitu 10,58 km persegi.
2. Deskripsi Data Responden
a. Ciri Khas Responden

Masyarakat kota palopo yang berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan

1 https://palopokota.go.id
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merupakan responden dalam penelitian ini. Ada sebanyak 96 orang tukang ojek
pangkalan yang berhasil ditemui dijadikan sebagai sampel atau responden selama
penelitian berlangsung yang kemudian dikelompokkan kedalam beberapa ciri
khas sebagai berikut:

Tabel 4.1 Ciri Khas Responden dari Segi Jenis Kelamin

Tanggapan Responden

No Jenis Kelamin
Orang Persentase (%)
1 Laki-laki 95 99
2 Perempuan 1 1
Total 96 100

Dilihat pada tabel yang disajikan, menurut hasil pengolahan data primer
tentang ciri khas responden dari segi jenis kelamin yakni ditemukan responden
yang mendominasi adalah laki-laki berjumlah 95 orang sebesar 99% sedangkan
perempuan berjumlah 1 orang atau hanya sebesar 1% dari total keseluruhan
responden berjumlah 96 orang.

b. Usia/lUmur Responden

Tabel berikut menunjukkan ciri khas responden yang dikelompokkan

berdasarkan usia:

Tabel 4.2 Ciri Khas Responden dari Segi Usia

Tanggapan Responden
No Usia/Umur
Orang Persentase (%)

1 30-39 24 25
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2 40-49 30 31
3 50-59 27 28
4 60-69 15 16
Total 96 100

Dilihat pada tabel yang disajikan, menurut hasil pengolahan data primer

tentang ciri khas responden dari segi usia yakni responden berusia 40-49 tahun

merupakan proporsi responden terbesar, yaitu 30 orang sebesar 31%, diikuti oleh

responden berusia 30-39 tahun berjumlah 24 orang sebesar 25%. , responden

berusia 50-59 tahun berjumlah 27 orang sebesar 28%, dan responden berusia 60—

69 tahun berjumlah 15 orang sebesar 16%.

c. Pendidikan Terakhir Responden

Tabel berikut menunjukkan ciri khas responden yang dikelompokkan dari

segi pendidikan terakhir:

Tabel 4.3 Ciri Khas Responden dari Segi Pendidikan Terakhir

Tanggapan Responden

No Pendidikan Terakhir
Orang Persentase (%)
1 SD/MI 18 19
2 SLTP (SMP/MTS) 23 24
3 SLTA (SMA/K/MAN) 52 54
4 S1 3 3
Total 96 100
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Dilihat pada tabel yang disajikan, menurut hasil pengolahan data primer
tentang ciri khas responden dari segi pendidikan terakhir yakni responden terbesar
berasal dari tamatan SLTA berjumlah 52 orang sebesar 54%, tamatan SD
sebanyak 18 orang sebesar 19%, SLTP berjumlah 23 orang sebesar 24%, serta
responden dengan gelar S1 berjumlah 3 orang sebesar 3%.

3. Deskripsi Variabel

Setelah diperoleh data dari wajib pajak sebagai respondennya, maka
selanjutnya peneliti melakukan deskripsi variabel demi memberikan penjelasan
atas temuan jawaban oleh wajib pajak terhadap pernyataan yang dibuat saat
penelitian.

kuesioner yang disebarkan kepada wp terdiri dari 16 item pernyataan
yang terbagi dalam empat kategori yaitu, empat (4) item pernyataan untuk
variabel pengetahuan perpajakan (X1), empat (4) item pernyataan untuk variabel
sanksi (X2), empat (4) item pernyataan untuk variabel kesadaran wajib pajak
(X3), dan empat (4) item pernyataan untuk variabel kepatuhan tukang ojek
pangkalan (). Hasil perhitungan statistik deskriptif dirangkum di bawah ini.

a. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)

Tabel 4.4 Deskripsi Variabel Pengetahuan Perpajakan

frekuensi skor dan persentase total | rata-

item 1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 skor | rata

1. Saya mengetahui fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai
pembangunan daerah

Frekuensi
G 0 0 0 22 74 | 458 | 48
persent (%) | 0,0 0,0 0,0 22,9 77,1

2. Saya sulit memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor

Frekuensi | 20 | 74 [ 2 | o | 0o | 174 | 174
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)

persent (%) | 20,8 77,1 2,1 0,0 0,0

3. Wajib pajak yang terlambat pembayaran akan diberikan sanksi

administrasi

(FFr;‘k“e”S' 0 1 1 20 74 455 | 4,55
persent (%) | 0,0 1,0 1,0 20,8 77,1

4. Saya dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat

Kota Palopo

(Flﬁ)e““ens' 0 0 0 19 77 | 461 | 461
persent (%) | 0,0 0,0 0,0 19,8 80,2

Dari jawaban pernyataan wajib pajak pada tabel diatas data dilihat dari

96 wp diteliti tentang variabel pengetahuan perpajakan memberikan tanggapan

yang beragam dan untuk lebih jelasnya berikut dipaparkan lebih jelasnya:

1)

2)

Pernyataan pertama yaitu “Saya mengetahui fungsi pajak yang digunakan
untuk membiayai pembangunan daerah”, dari 96 wp yang diteliti respon
yang dominan memilih sangat setuju 74 wajib pajak atau 77,1% dengan
jawaban paling banyak dipilih, selanjutya disusul jawaban dengan kategori
setuju sebanyak 22 wajib pajak atau 22,9% , sedangkan untuk kategori
selainnya tidak ditemukan jawaban sehingga total skor jawaban wajib pajak
pada item penyataan pertama sebesar 458.

Pernyataan kedua “Saya sulit memahami prosedur pembayaran pajak
kendaraan bermotor” dari 96 wp yang diteliti dengan jawaban yang paling
banyak dipilih dengan kategori tidak setuju sebanyak 74 wajib pajak atau
77,1%, sangat tidak setuju sebanyak 20 wajib pajak atau 20,8%, netral

sebanyak 2 wajib pajak atau 2,1% dan opsi jawaban setuju dan sangat




3)

4)

b.
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setuju adalah 0% karena tidak ditemukan jawaban sehingga total skor
jawaban wajib pajak sebanyak 174.

Pernyataan ketiga “Wajib pajak yang terlambat pembayaran akan diberikan
sanksi administrasi” sebanyak 96 wp diteliti jawaban yang paling banyak di
pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori sangat setuju sebanyak 74
wajib pajak atau 77,1%, yang setuju sebanyak 20 wajib pajak atau 20,8%,
netral sebanyak 1 wajib pajak atau 1,0% dan tidak setuju juga terdapat 1
wajib pajak atau 1,0%, dan untuk opsi sangat tidak setuju tidak ditemukan
jawaban sehingga total skor jawaban wajib pajak sebesar 455.

Pernyataan keempat “Saya dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor
di Kantor Samsat Kota Palopo” sebanyak 96 wp yang diteliti jawaban yang
paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori sangat
setuju 77 wajib pajak atau 80,2%, setuju sebanyak 19 wajib pajak atau
19,8%, untuk kategori jawaban netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju
tidak ditemukan jawaban sehingga total skor sebesar 461.

Variabel Sanksi (X2)

Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Sanksi Pajak

frekuensi skor dan persentase total | rata-
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 skor | rata

Item

1. Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban
membayar pajak

(Flg"k”ens' 0 1 3 16 76 455 | 4,55
persent (%) | 0,0 1,0 3,1 16,7 79,2

2. Saya selalu terlambat membayar pajak sehingga selalu terkena sanksi
administrasi

Frekuensi

(F)

14

77

187

1,87




persent (%) | 146| 802 | 10 | 42 | 00 |
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3. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua
wajib pajak yang melanggar

Frekuensi

(F)

0 0 0 13 83 467 | 4,67

persent (%) | O 0,0 0,0 13,5 86,5

4. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan
keterlambatan pembayaran

(Fli)e““ens' 1 0 1 19 75 455 | 455
persent (%) | 1,0 0,0 1,0 19,8 78,1

Dari jawaban pernyataan wajib pajak pada tabel diatas data dilihat dari

96 wp diteliti tentang variabel sanksi pajak memberikan tanggapan yang

beragam dan untuk lebih jelasnya berikut dipaparkan lebih jelasnya:

1) Pernyataan pertama yaitu “Sanksi sangat diperlukan agar tercipta

2)

kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak”, dari 96 wp yang diteliti
respon yang dominan memilih sangat setuju 76 wajib pajak atau 79,2%
dengan jawaban paling banyak dipilih, selanjutya disusul jawaban dengan
kategori setuju sebanyak 16 wajib pajak atau 16,7%, sedangkan untuk
kategori selainnya tidak ditemukan jawaban sehingga total skor jawaban
wajib pajak pada item penyataan pertama sebesar 455.

Pernyataan kedua “Saya selalu terlambat membayar pajak sehingga selalu
terkena sanksi administrasi” dari 96 wp yang diteliti dengan jawaban yang
paling banyak dipilih dengan kategori tidak setuju sebanyak 77 wajib pajak
atau 80,2%, sangat tidak setuju sebanyak 14 wajib pajak atau 14,6%, netral
sebanyak 1 wajib pajak atau 1,0% dan opsi jawaban setuju 4 wp atau 4,2%,
sedangkan opsi sangat setuju tidak ada jawaban sehingga total skor jawaban

wajib pajak sebanyak 187.




3)

4)

C.
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Pernyataan ketiga “Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas
kepada semua wajib pajak yang melanggar” sebanyak 96 wp diteliti
jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan
kategori sangat setuju sebanyak 83 wajib pajak atau 86,5%, dan yang setuju
sebanyak 13 wajib pajak atau 13,5%, untuk kategori netral, tidak setuju dan
sangat tidak setuju tidak ditemukan jawaban sehingga total skor jawaban
wajib pajak sebesar 467.

Pernyataan keempat “Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus
sesuai dengan keterlambatan pembayaran” sebanyak 96 wp yang diteliti
jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan
kategori sangat setuju 75 wajib pajak atau 78,1%, setuju sebanyak 19 wajib
pajak atau 19,8%, untuk kategori jawaban netral sebanyak 1 atau 1,0%
begitu juga dengan kategori sangat tidak setuju sebanyak 1 atau 1%,
sedangkan kategori tidak setuju tidak ditemukan jawaban sehingga total
skor sebesar 455.

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Kesadaran Wajib Pajak

frekuensi skor dan persentase total | rata-
Item
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 skor rata
1. Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara
(FFr;‘k“e”S' 0 0 0 17 79 463 | 4,63
persent (%) | 0,0 0,0 0,0 17,7 82,3

2. Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi
dalam menunjang pembangunan daerah

Frekuensi

(F)

0 0 1 25 70 453 | 4,53

persent (%) | 0,0 0,0 1,0 26,0 72,9
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3. Saya sering lupa mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak

(ng“e”“ 18| 71 3 3 1 186 | 1,86
persent (%) | 18,8 | 74,0 3,1 3,1 1,0

4. Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak

(FFrfk“e”Si 0 3 4 24 65 | 439 | 4,39
persent (%) | 0,0 3,1 4,2 25,0 67,7

Dari jawaban pernyataan wajib pajak pada tabel diatas data dilihat dari

96 wp diteliti tentang variabel kesadaran wajib pajak memberikan tanggapan

yang beragam dan untuk lebih jelasnya berikut dipaparkan lebih jelasnya:

1) Pernyataan pertama yaitu “Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat

2)

kepada negara”, dari 96 wp yang diteliti respon yang dominan memilih
sangat setuju 79 wajib pajak atau 82,3% dengan jawaban paling banyak
dipilih, selanjutya disusul jawaban dengan kategori setuju sebanyak 17
wajib pajak atau 17,7%, sedangkan untuk Kkategori selainnya tidak
ditemukan jawaban sehingga total skor jawaban wajib pajak pada item
penyataan pertama sebesar 463.

Pernyataan kedua “Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk
partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah” dari 96 wp yang diteliti
dengan jawaban yang paling banyak dipilih dengan kategori sangat setuju
sebanyak 70 wajib pajak atau 72,9%, setuju sebanyak 25 wajib pajak atau
26%, netral sebanyak 1 wajib pajak atau 1,0% dan opsi jawaban tidak setuju
dan sangat tidak setuju tidak ada jawaban sehingga total skor jawaban wajib

pajak sebanyak 453.
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Pernyataan ketiga “Saya sering lupa mengalokasikan dana untuk
pembayaran pajak” sebanyak 96 wp diteliti jawaban yang paling banyak di
pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori tidak setuju sebanyak 71
wajib pajak atau 74%, dan yang sangat tidak setuju sebanyak 18 wajib
pajak atau 18,8%, untuk kategori netral sebanyak 3 atau 3,1%, setuju
sebanyak 3 atau 3,1% dan sangat setuju sebanyak 1 atau 1,0% sehingga
total skor jawaban wajib pajak sebesar 186.

Pernyataan keempat “Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk
pembayaran pajak” sebanyak 96 wp yang diteliti jawaban yang paling
banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori sangat setuju
65 wajib pajak atau 67,7%, setuju sebanyak 24 wajib pajak atau 25%, untuk
kategori jawaban netral sebanyak 4 atau 4,2%, kategori tidak setuju
sebanyak 3 atau 3,1%, sedangkan kategori sangat tidak setuju tidak
ditemukan jawaban sehingga total skor sebesar 439.

Kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan ()

Tabel 4.7 Deskripsi Variabel Kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan

frekuensi skor dan persentase total | rata-
Item

1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 skor rata
1. Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan
bermotor
(Flg’k“ens' 0 0 3 23 70 451 | 4,51
persent (%) | 0,0 0,0 3,1 24 72,9
2. Saya selalu membayarkan pajak tepat pada waktunya
(Flﬁ)ek“ens' 0 0 2 22 72 448 | 4,48
persent (%) | 0,0 0,0 2,1 22,9 75,0

3. Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan
bermotor sesuai dengan ketentuan
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(FFrg’k“e”S' 0 1 0 30 65 447 | 477
persent (%) | 0,0 1,0 0 31,3 67,7

4. Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan

bermotor

(FFr)ek“e”S' 14 | 62 6 8 6 268 | 2,68
persent (%) | 14,6 64,6 6,3 8,3 6,3

Dari jawaban pernyataan wajib pajak pada tabel diatas data dilihat dari

96 wp diteliti tentang variabel kepatuhan tukang ojek pangkalan memberikan

tanggapan yang beragam dan untuk lebih jelasnya berikut dipaparkan lebih

jelasnya:

1) Pernyataan pertama yaitu “saya selalu memenuhi kewajiban membayar

2)

pajak kendaraan bermotor”, dari 96 wp yang diteliti respon yang dominan
memilih sangat setuju 70 wajib pajak atau 72,2% dengan jawaban paling
banyak dipilih, selanjutnya disusul jawaban dengan kategori setuju
sebanyak 23 wajib pajak atau 24%, sedangkan untuk kategori netral
sebanyak 3 atau 3,1% dan kategori lainnya tidak ditemukan jawaban
sehingga total skor jawaban wajib pajak pada item penyataan pertama
sebesar 451.

Pernyataan kedua “Saya selalu membayarkan pajak tepat pada waktunya”
dari 96 wp yang diteliti dengan jawaban yang paling banyak dipilih dengan
kategori sangat setuju sebanyak 72 wajib pajak atau 75%, setuju sebanyak
22 wajib pajak atau 22,9%, netral sebanyak 2 wajib pajak atau 2,1% dan
kategori lainnya tidak ada jawaban sehingga total skor jawaban wajib pajak

sebanyak 448.
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3) Pernyataan ketiga “Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran
pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan” sebanyak 96 wp diteliti
jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan
kategori sangat setuju sebanyak 65 wajib pajak atau 67,7%, dan yang setuju
sebanyak 30 wajib pajak atau 31,3%, untuk kategori tidak setuju sebanyak 1
wp atau 1,0% dan kategori netral dan sangat tidak setuju tidak ditemukan
jawaban sehingga total skor jawaban wajib pajak sebesar 447.

4) Pernyataan keempat “Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran
pajak kendaraan bermotor” sebanyak 96 wp yang diteliti jawaban yang
paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori tidak
setuju 62 wajib pajak atau 64,6%, sangat tidak setuju sebanyak 14 wajib
pajak atau 14,6%, untuk kategori jawaban netral sebanyak 6 atau 6,3%,
kategori setuju sebanyak 8 atau 8,3%, sedangkan kategori sangat setuju
sebanyak 6 atau 6,3% sehingga total skor sebesar 268.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Normalitas test

Normalitas tes digunakan agar diketahui penyebaran data apakah data
berdistribusi normal atau tidak. Berikut merupakan salah satu cara agar normalitas
data diketahui yaitu dengan melakukan tes normalitas menggunakan kolmogorov-

smirnov test melalui program spss:



Tabel 4.8 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
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Standardized

Residual
N 96
Normal Parameters® Mean .0000000
Std. Deviation .98408386
Most Extreme Differences Absolute 136
Positive .136
Negative -.099
Kolmogorov-Smirnov Z 1.331
Asymp. Sig. (2-tailed) .058

a. Test distribution is Normal

Dari hasil tabel uji normalitas menunjukkan signifikansi senilai 0,058 yang

berarti nilainya melebihi 0,050, oleh karena itu data berdistribusi normal

dinyatakan sebagai kesimpulan dari hasil uji tersebut.

b.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat terindikasi dengan bantuan nilai toleransi atau

nilai VIF. Jika nilai VIF tidak mencapai angka 10 serta toleransi berada diatas 0,1,

dikatakan tidak ada multikolinearitas.

Tabel 4.9 Uji Multikolinearitas

Coefficients®

Standardize

Unstandardized d Collinearity
Coefficients Coefficients Statistics
Toleranc
Model B Std. Error Beta T Sig. e VIF
1 (Constant) 7,008 2,929 2,393 ,019
Pengetahuan
,553 ,161 379 3,426 ,001 ,759 1318

Perpajakan
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Sanksi ,049 ,136 ,036 ,360 ,720 ,909 1,100
Kesadaran Wajib
Pajak

-,023 ,153 -017  -150 ,881 , 726 1,378

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar PKB

Tabel diatas menunjukkan jika VIF dari variabel independen yakni
Pengetahuan Perpajakan bernilai 1,318, Sanksi sebesar 1,100, dan Kesadaran
Wajib Pajak sebesar 1,378 dinyatakan tidak mencapai angka 10, dan nilai
Toleransi dari ketiga variabel independen tersebut yakni 0,759, 0,909, 0,726
diketahui nilainya melebihi 0,1 sehingga kesimpulan yang dapat ditarik adalah
masalah multikolinearitas tidak ditemukan.

c.  Uji Heterokedastisitas

Berikut adalah hasil uji glejser yang digunakan dalam uji
heteroskedastisitas penelitian ini:

Tabel 4.10 Uji Heterokedastisitas-Glejser

Coefficients®

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 4,296 1,983 2,166 ,033
Pengetahuan Perpajakan -,147 ,109 -,157 -1,341 ,183
Sanksi -,024 ,092 -,028 -,262 ,794
Kesadaran Wajib Pajak -,038 ,104 -,044 -,368 ,713

a. Dependent Variable: ABRESID

Berdasarkan hasil tes melalui SPSS pada tabel yang ditunjukkan,
kesimpulan yang dapat ditarik adalah tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada
data penelitian karena signifikansi variabel pengetahuan perpajakan 0,183 > 0,05,

variabel sanksi 0,794 > 0,05, dan variabel kesadaran wajib pajak 0,713 > 0,05.
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5. Uji Statistik
a. Uji Determinasi (R%)

Agar diketahui sebaik apa variabel dependen diterangkan oleh variabel
independen, maka digunakan uji determinasi atau uji R2. Perhitungan R?
melalui SPSS mengasilkan data berikut:

Tabel 4.11 Uji Determinasi (R?)

Model Summary

Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate
1 6272 ,393 ,368 3,020

a. Predictors: (Constant) , Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Pengetahuan
Perpajakan
Dari tabel diatas diketahui jika koefisien determinasi (R Square) adalah
0,393, artinya kemampuan variabel terikat yakni kepatuhan wajib pajak yang
diterangkan oleh pengetahuan perpajakan, sanksi dan kesadaran wajib pajak
selaku varaiabel bebas yakni sebanyak 39,3%, sedangkan sisanya ditentukan
dari faktor lain diluar penelitian sebanyak 60,7%.
Berikut ketentuan yang harus diikuti ketika menawarkan interpretasi
koefisien determinasi dilihat dari tingkat hubungannya yaitu:
0,00 -0, 199 = Sangat rendah
0,20-0,399 =Rendah
0,40-0,599 = Sedang
0,60-0,799 = Kuat

0,80-1,000 = Sangat Kuat



63

Sesuai ketentuan tersebut, perolehan nilai koefisien determinasi dari
hasil pengujian yang sudah dilakukan adalah sebesar 0,393, maka dari
itukesimpulan yang dapat ditarik adalah variabel terikat yang diterangkan oleh
variabel bebas dinilai masih rendah tingkat kekuatannya.

b. Uji-t (Parsial)

Uji T berfungsi untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap
variabel terikat dengan sendiri-sendiri (parsial). Dalam penelitian ini, HO ditolak
sedangkan Ha disetujui jika hasil t-hitung melebihi nilai t-tabel, begitupun
sebaliknya. 5% atau 0,05 dipilih sebagai tingkat signifikansi atau tingkat
kesalahan (o) yang digunakan dalam penelitian. Total sampel (n) dikurangi total
variabel bebas (k) dikurangi satu atau 96-3-1 = 92 adalah nilai derajat bebas (df).
Adapun rumus penentuan besaran nilai Ttabel adalah sebagai berikut:

Ttabel = (0/2 ; n-k-1)
= (0,05/2 ; 96-3-1)
= (0,025 ; 92)

Dari data distribusi t-tabel, diketahui besarnya nilai t-tabel pada penelitian
ini yakni sebesar 1,98609. Selain itu, penilaian juga dapat menggunakan
signifikansi penelitian yaitu < 0,05.

Tabel 4.12 Uji-T

Coefficients®

Standardize

Unstandardized d
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta T Sig.

1 (Constant) 7,008 2,929 2,393 ,019
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Pengetahuan

,553 ,161 379 3,426 ,001
Perpajakan
Sanksi ,049 ,136 ,036 ,360 ,720
Kesadaran Wajib
-,023 ,153 -,017 -,150 ,881
Pajak

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar PKB

Dari tabel hasil uji-t tersebut, diketahui bahwa:

1) Hp tertolak dan H; disetujui. Karena pengetahuan perpajakan (x1) nilai
signifikansinya adalah 0,001 berada dibawah 0,05 sedangkan T-hitung 3,426
> T-tabel 1,98609 sehingga ditarik kesimpulan jika kepatuhan wajib pajak
dipengaruhi secara signifikan oleh pengetahuan perpajakan.

2) Ho disetujui dan H; tertolak. Karena sanksi (x2) nilai signifikansinya adalah
0,720 berada diatas 0,05 sedangkan T-hitung 0,360 < T-tabel 1,98609
sehingga ditarik kesimpulan jika kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi
secara signifikan oleh sanksi pajak.

3) Hy diterima dan Hs ditolak. Karena kesadaran (x3) nilai signifikansinya
adalah 0,881 berada diatas 0,05 sedangkan T-hitung -0,150 < T-tabel 1,98609
sehingga ditarik kesimpulan jika kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi
secara signifikan oleh kesadaran wajib pajak.

c. Uji-F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji ada atau tidaknya faktor bebas yang
memengaruhi variabel terikat secara bersamaan (simultan). Hasil uji-f yang

dilakukan dengan program SPSS adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.13 Uji-F

ANOVA?
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 26,589 3 8,863 5,181 ,002°
Residual 157,369 92 1,711
Total 183,958 95

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar PKB
b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan hasil ouput pada tabel diatas, kesimpulan yang dapat ditarik
adalah terjadi pengaruh variabel bebas secara bersamaan yakni (pengetahuan
perpajakan, sanksi, kesadaran) terhadap variabel terikatnya (kepatuhan wajib
pajak). Hal ini dikarenakan F-hitung bernilai 5,181 melebihi F-tabel sebesar 2,77
dan signifikansi sebesar 0,002 kurang dari 0,05.
d. Analisis Regresi Linear Berganda

Merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya
hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat yang
diukur. Dengan bantuan program dari SPSS, model regresi linier berganda berikut
digunakan dalam analisis ini:

Y=a+pX1+BXo+PsXs + ¢

Penjelasan:
Kepatuhan Wajib Pajak selaku variabel dependen bernotasikan ()
Konstanta bernotasikan (o)
Koefisien regresi variabel independen bernotasikan (j3)
Pengetahuan perpajakan selaku variabel independen bernotasikan (X1)

Sanksi pajak selaku variabel independen bernotasikan (X2)
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Kesadaran wajib pajak selaku variabel independen bernotasikan (X3)
Error of term bernotasikan (¢)

Tabel 4.14 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients®

Standardize

Unstandardized d
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta T Sig.
1 (Constant) 7,008 2,929 2,393 ,019
Pengetahuan
,553 ,161 379 3,426 ,001
Perpajakan
Sanksi ,049 ,136 ,036 ,360 ,720
Kesadaran Wajib
-,023 ,153 -,017 -,150 ,881

Pajak

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar PKB

Berdasarkan hasil penelitian regresi linier berganda yang dilakukan dengan
menggunakan SPSS dan ditampilkan pada tabel di atas, maka persamaan regresi
dapat ditulis sebagai berikut:

Y =7,008 + 0,553.X; + 0,049.X,— 0,023. X5 + ¢

Rumus diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Konstanta bernilai 7,008, artinya adalah kepatuhan tukang ojek pangkalan
sebagai variabel dependen (Y) sama dengan 7,008 apabila variabel
independennya (X1,X2 dan X3) bernilai 0.

2) Variabel pengetahuan perpajakan (X2) memiliki koefisien regresi positif
sebesar 0,553. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap kali pengetahuan
pajak dinaikkan, kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,049,

dengan asumsi semua faktor lainnya tetap.



67

3) Variabel sanksi (X2) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,049. Hal ini
menunjukkan bahwa untuk setiap kali sanksi pajak dinaikkan, kepatuhan
wajib pajak akan meningkat sebesar 0,049, dengan asumsi semua faktor
lainnya tetap.

4) Variabel kesadaran wajib pajak (X3) memiliki koefisien regresi dengan nilai
negatif sebesar -0,023. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap unit
peningkatan kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar
0,023, dengan asumsi semua faktor lainnya tetap.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Tukang Ojek
Pangkalan Membayar PKB

Diketahui hipotesis (H1) diterima sesuai dengan hasil pengujian yang telah
dilakukan karena terbukti jika kepatuhan tukang ojek pangkalan membayar PKB
dipengaruhi secara signifikan oleh pengetahuan perpajakan. Temuan ini selaras
dengan temuan Karlina & Ethika (2020), Siregar & Sulistyowati (2020), dan

Susanto & Arfamaini (2021), yang semuanya menemukan hasil yang sama.

Berdasarkan hasil dari table deskripsi variabel pengetahuan perpajakan
yang disajikan sebelumnya ditemukan bahwa jawaban responden bervariasi untuk
masing-masing item pernyataan. Sehingga hal ini dapat memengaruhi hasil dari
penelitian terkait variable yang diteliti. Pada variable pengetahuan perpajakan,
jawaban responden terkait item pernyataan pertama yaitu “Saya mengetahui
fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah”, responden

dominan memilih opsi sangat setuju sebanyak 74 orang atau 77,1%, dan yang
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memilih opsi setuju sebanyak 22 orang atau 22,9%. Tentu hal ini dapat
memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Artinya mereka tahu bahwa pajak berfungsi
dalam pembangunan negara sehingga mereka harus taat membayar pajaknya.
Sejalan dengan teori pembayaran pajak yaitu dari aspek teori bakti. Dan juga
berdasarkan teori atribusi bahwa aspek internal termasuk pengetahuan adalah hal
yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam bertindak sehingga mereka
terdorong untuk membayar pajaknya. Akibatnya, jika pengetahuan berkurang
maka ketaatan dalam membayar pajak juga berkurang dan begitupun sebaliknya.

Dengan demikian, semakin luasnya pengetahuan masyarakat maka dapat
pula meningkatkan kepatuhannya untuk membayar pajak atas kendaraan bermotor
yang dimiliki, dan begitupun sebaliknya. Hal tersebut menandakan adanya
kebutuhan akan informasi ini diperlukan sebab ketika wajib pajak diberi tahu
tentang hukum perundang-undangan yang berlaku serta prosedur perpajakan
yang tepat dan lain sebagainya. Hal itu menjadi dasar bagi mereka dalam
mengambil tindakan.
2. Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan

Membayar PKB

Diketahui hipotesis (H2) tertolak sesuai dengan hasil pengujian yang telah
dilakukan karena terbukti jika kepatuhan tukang ojek pangkalan membayar PKB
tidak dipengaruhi secara signifikan oleh adanya sanksi. Temuan ini selaras dengan
temuan Listyowati dkk (2018) membuktikan tidak adanya pengaruh signifikan

dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
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Berdasarkan dari hasil deskripsi variable, jawaban responden bervariasi
untuk item pernyataan pertama “Sanksi sangat diperlukan agar tercipta
kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak” sebanyak 76 orang atau 79,2%
memilih setuju dan yang setuju sebanyak 16 orang atau 16,7%. Walaupun
demikian, terdapat pula jawaban responden yang memilih opsi netral atau ragu-
ragu sebanyak 3 orang dan tidak setuju sebanyak 1 orang. Sehingga hal ini dapat
memengaruhi hasil penelitian begitu juga pada jawaban item pernyataan kedua
yang bervariasi. Selain hasil dari deskripsi variable, terdapat pula faktor lain
diluar penelitian yang tidak dimasukkan sebagai variable yang diteliti. Beberapa
diantaranya yaitu disebabkan oleh faktor pendapatan, pelayanan dan pengalaman
yang kurang baik, angsuran/cicilan motor yang belum lunas, biaya sekolah anak,
serta desakan kebutuhan lain yang membuat para tukang ojek pangkalan masih
menunggak pembayaran pajaknya. Disamping itu juga masih terdapat oknum
yang menyepelekan pengenaan sanksi dan sama sekali keberatan jika ingin
membayar sanksi yang sudah menumpuk bertahun-tahun karena dianggap terlalu
memberatkan. Hal ini tentu menjadi acuan bagi pemerintah agar lebih
mempertegas sanksi bagi para pelanggarnya.

Oleh sebab itu, tingginya pengetahuan wajib pajak terkait sanksi tidak
serta-merta langsung membuat mereka patuh akan aturan yang berlaku. Faktanya,
sanksi pajak yang diberikan kepada tukang ojek pangkalan karena melakukan
pelanggaran tidak menjadikan mereka kapok untuk mengulanginya kembali.
Sebagaimana hasil temuan Ermawati dan Afifi (2018) juga mendukung penelitian

ini karena terbukti jika kepatuhan tidak dipengaruhi oleh pemberian sanksi.
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3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Tukang Ojek
Pangkalan Dalam Membayar PKB

Diketahui hipotesis (H3) tertolak sesuai dengan hasil pengujian yang telah
dilakukan karena terbukti jika kepatuhan tukang ojek pangkalan membayar PKB
tidak dipengaruhi secara signifikan oleh adanya kesadaran. Temuan ini selaras
dengan temuan Atarwaman (2020) karena tidak mendapati adanya pengaruh
positif serta signifikan yang terjadi antara kesadaran wajib pajak dengan
kepatuhan membayar pajak.

Kesadaran juga merupakan salah satu factor yang utama dalam mengukur
kepatuhan wajib pajak. Namun ternyata hasil yang diperoleh dalam penelitian ini
terbukti jika kesadaran tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat
dilihat pada deskripsi variable sebelumnya bahwa jawaban responden pada item
pernyataan “Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak”
sebanyak 65 orang atau 67,7% memilih jawaban sangat setuju dan yang setuju
sebanyak 24 orang atau 25%. Namun, pada opsi jawaban lain sebanyak 4 orang
memilik ragu-ragu atau netral dan yang tidak setuju sebanyak 3 orang. Hal ini
tentu memengaruhi kepatuhan wajib pajak meskipun dominan memilih opsi
sangat setuju tetapi masih terdapat wajib pajak yang ragu-ragu bahkan tidak setuju
sehingga dapat dikatakan masih kurang kesadaran dalam membayar pajak. Tentu
masalah ini dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah dan juga masyarakat yang
bersangkutan agar lebih memiliki kesadaran dalam membayar pajak. Karena
perlunya sinergi dari kedua belah pihak agar realisasi dalam penerimaan pajak

berjalan dengan sempurna. Dalam teori pemungutan pajak, bahwa pajak
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diibaratkan seperti asuransi sehingga pajak pada asalnya dipungut dari rakyat dan
nantinya juga akan kembali kepada masyarakat itu sendiri sehingga tidak ada
ruginya bagi mereka jika membayar pajak.

Terdapat elemen internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap
kesadaran wajib pajak. Elemen eksternal meliputi program pemerintah dimana
pemerintah memberikan surat pemberitahuan terutang pajak, sedangkan elemen
internal berasal dari dalam diri pribadi wajib pajak yang meliputi kesadaran.
Kepatuhan pajak dinilai akan meningkat berbanding lurus dengan tingkat
kesadaran wajib pajak. Akan tetapi, ternyata masih banyak dari tukang ojek
banyak yang minim kesadaran untuk menunaikan kewajibannya di bidang
perpajakan jika ditinjau dari sudut pandangnya.

4. Variabel yang Paling Dominan

Berikut ini adalah kriteria dalam menentukan manakah diantara variabel
bebas yang memiliki pengaruh signifikan terbesar atau yang dominan paling
berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu:

a. Menentukan variabel yang signifikan < 0,05
b. Melihat nilai Koefisien Regresi (B) variabel independen. Jika beta (j)
semakin menjauhi 0 (nol), maka semakin dominan.

Dari hasil pengujian melalui spss diperoleh:

Tabel 4.15 Variabel yang Paling Dominan Berpengaruh

_ Koefisien Regresi o )
Variabel Signifikansi Keterangan

(B)

Berpengaruh dan
X1 0,553 0,001 o
signifikan
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Tidak
X2 0,049 0,720 Berpengaruh dan
Tidak Signifikan

Tidak
X3 -0,023 0,881 Berpengaruh dan

Tidak Signifikan

Dari tabel diatas diketahui bahwa satu-satunya variabel yang signifikan
yaitu variabel pengetahuan perpajakan (X1), maka dari itu ditarik kesimpulan
bahwa variabel yang dominan memengaruhi kepatuhan tukang ojek pangkalan
adalah pengetahuan perpajakan sehingga dapat dinyatakan bahwa H, diterima.

5. Upaya yang Dilakukan

Dari hasil pengujian yang sudah dilakukan, ditemukan jika satu-satunya
faktor yang menimbulkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yakni
pengetahuan perpajakan. Sedangkan variabel sanksi tidak memiliki pengaruh
begitu juga dengan kesadaran wajib pajak pada kasus ini. Hasil tersebut
menandakan bahwa masih banyak tukang ojek pangkalan yang tidak taat pajak.
Akibatnya, sosialisasi informal dilakukan sebagai upaya guna meningkatkan
kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi ini diartikan sebagai sosialisasi yang terjadi di
luar lembaga formal dan sifatnya lebih kekeluargaan karena berinteraksi secara
langsung kepada masyarakat tanpa perantara. Hal ini dilakukan demi menciptakan
keamanan dan kenyamanan bagi para tukang ojek pangkalan dalam memberikan
informasi terkait problematika yang terjadi di lapangan. Dari hasil sosialisasi
tersebut ditemukan beberapa pengakuan dari masyarakat yang berprofesi sebagai

tukang ojek pangkalan yang penulis jabarkan sebagai berikut:
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a. Faktor Pendapatan

Faktor pendapatan menjadi alasan utama yang menjadi kendala untuk
melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi para tukang ojek
pangkalan. Masalah ini dikarenakan mereka memperoleh penghasilan yang cukup
hanya untuk menutupi kebutuhan harian mereka yaitu makan dan minum dan
minum. Terlebih pada 2 tahun belakangan ini terjadi pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan penghasilan mereka semakin menurun karena terjadi pembatasan
kerja akibat penerepan kebijakan work from home. Selama pandemi pemerintah
Indonesia telah meluncurkan program-program pengentasan kemiskinan baik
berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan stimulus dan program
peningkatan usaha mikro dan social preneur dana zakat. Program-program
tersebut ditempuh pemerintah agar penduduk mampu bertahan hidup tanpa
terkecuali para Tukang Ojek Pangkalan yang berhak penerima bantuan zakat
(mustahik) serta untuk menekan angka kemiskinan yang semakin akut karena
pandemi. Oleh sebab itu zakat menjadi sebuah upaya dan alternatif dalam
menolong masyarakat yang tergolong miskin sehingga kesulitan dan kemiskinan
yang meningkat akibat pandemi Covid-19 dapat direduksi dengan signifikan.42
b. Sanksi yang Kurang Tegas

Pemberian sanksi yang kurang tegas menyebabkan wajib pajak tidak

merasa jera. Hal ini ditandai dengan banyaknya tukang ojek pangkalan yang

* Mas, N., Darwis, M., & Fasiha, F. (2022). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap
Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota
Palopo. Sang Pencerah: Jurnal Illmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 8(1), 75-84.
https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i1.1843
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masih belum taat dan patuh membayar pajak meskipun mereka sudah beberapa
kali terkena sanksi administratif.
c. Kurangnya Kesadaran

Meskipun ada beberapa dari tukang ojek pangkalan yang betul-betul
memahami dan sadar akan pentingnya membayar pajak seperti disediakannya
fasilitas umum salah satunya yaitu jalan raya yang setiap saat mereka lalui dalam
mengantar-jemput pelanggan, Tetapi masih banyak diantara mereka yang kurang
menyadari pentingnya hal ini.
d. Pengalaman dan Pelayanan yang Kurang Baik

Adanya pengalaman dalam pelayanan yang kurang baik yang pernah
dialami tukang ojek pangkalan membuat mereka merasa kecewa sehingga mereka
enggan membayar pajak bahkan sudah sampai bertahun-tahun lamanya. Namun
disisi lain dalam hal pelayanan, pemerintah telah memberi kemudahan bagi
masyarakat tanpa terkecuali di Kota Palopo dengan menyediakan tujuh tempat
Layanan Samsat Palopo dan satu Layanan Jemput Pajak diantaranya; Samsat
Palopo, Gerai Mall Pelayanan Publik, Gerai Samsat, Samsat Keliling Pasar
Sentral Palopo, Samsat Keliling Masjid Agung Palopo, SamSatNight (Samsat
Saturday Night), Bapak Samsat (Bayar Pajak Sambil Periksa Kesehatan),

Layanan Pajak Jemput Khusus (Layanan Putus).



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Melihat dari rumusan masalah dan hasil pengujian yang telah dibahas

dalam bab sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik yaitu:

1.

Ada pengaruh signifikan yang timbul dari variable pengetahuan perpajakan
(X1) terhadap kepatuhan tukang ojek pangkalan membayar PKB (Y) karena
Thitwng Sebesar 3,426 melebihi Trape 1,98609 dan nilai sig. 0,001 tidak melebihi
0,05. Dimana pengetahuan merupakan dasar masyarakat dalam bertindak
sehingga semakin tinggi pengetahuan maka kepatuhan masyarakat dalam
membayar pajak juga akan meningkat.

Tidak ada pengaruh signifikan yang timbul dari variabel sanksi (X2) terhadap
kepatuhan tukang ojek pangkalan membayar PKB (YY) karena Thiwung Sebesar
0,360 < Tipe 1,98609 dan nilai sig. 0,720 melebihi 0,05. Dimana sanksi
merupakan alat pencegah, namun ternyata hasil yang diperoleh tidak
memengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga pemerintah harus mempertegas
pengenaan sanksi pajak yang berlaku.

Tidak ada pengaruh signifikan yang timbul dari variabel kesadaran wajib
pajak (X3) terhadap kepatuhan tukang ojek pangkalan membayar PKB (Y)
karena Thiwung Sebesar -0,150 < Tiape 1,98609 dan nilai sig. 0,881 melebihi
0,05. Dimana kesadaran merupakan dorongan dalam diri wajib pajak, namun
hasil yang ditemukan ternyata masih banyak wajib pajak yang minim

kesadaran. Sehingga disini perlunya perhatian dari pemerintah dalam

79
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menumbuhkan kesadaran masyarakat jika pajak adalah untuk kepentingan
bersama bukan untuk kepentingan individu ataupun golongan tertentu.

4. Variabel yang dominan berpengaruh yakni pengetahuan perpajakan (X1)
sebab merupakan satu-satunya variabel independen yang memiliki pengaruh
terhadap variabel dependen dengan koefisien regresi (B) bernilai 0,553 dan
signifikansi bernilai 0,001 < 0,05 sehingga H4 diterima.

5. Melalui sosialisasi informal yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat
beberapa faktor yang menjadi penyebab Tukang Ojek Pangkalan menunggak
pembayaran pajaknya sehingga hal tersebut bisa dijadikan sebagai bahan
penilaian dalam pengambilan kebijakan oleh Pemerintah. Kurangnya
kesadaran, minimnya pendapatan, sanksi yang kurang tegas dan pengalaman
pelayanan yang kurang baik menjadi penyebab sehingga masih banyak
tukang ojek pangkalan yang tidak taat pajak. Dengan melalui upaya
sosialisasi informal, pajak kendaraan bermotor yang menjadi sektor
penyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diharapkan
mengalami peningkatan sebagai hasil dari sosialisasi ini. Apabila penerimaan
dari sektor pajak terealisasi dengan baik maka dapat menjadi modal
keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah khususnya di Kota
Palopo.

B. Saran

Besar harapan penulis untuk hasil yang lebih baik kedepannya terkait

objek penelitian, maka dari itu dikemukakan saran sebagai berikut:



77

1. Bagi Masyarakat

Hendaknya masyarakat lebih sadar dan patuh guna melaksanakan
pembayaran pajak yang menjadi tanggung jawabnya tanpa terkecuali pada
pembayaran pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor dikarenakan pajak
merupakan sektor penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah. Sehingga
masyarakat yang mematuhi pajak sama halnya mereka telah berkontribusi dalam
mendukung pembangunan daerah. Disamping itu, pemerintah telah memberikan
keringanan berupa pemutihan pajak atau penghapusan denda pajak sehingga
masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang dalam jumlah besar, cukup membayar
pajak sesuai besaran yang telah ditentukan.
2. Bagi Pemerintah

Hendaknya pemerintah lebih memerhatikan keadaan masyarakat
khususnya bagi para tukang ojek pangkalan, terlepas dari kenyataan bahwa
pekerjaan mereka berada di bawah payung sektor informal, tetapi mereka juga
merupakan bagian dari masyarakat sehingga pemerintah tetap bertanggung jawab
atas komunitas mereka. Dan khusus bagi Kantor SAMSAT Kota Palopo agar
lebih meningkatkan pelayanan guna memberi kenyamanan dan kesan baik kepada
wajib pajak serta dapat juga melakukan sosialisai khusus kepada tukang ojek
pangkalan agar mereka lebih paham tentang urgensi pembayaran pajak guna lebih
meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk meningkatkan keakuratan penelitian agar lebih baik, hendaknya

peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel dan menambahkan variabel
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seperti pendapatan, sosialisasi, dan pelayanan selain yang tercakup dalam

penelitian ini.
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KEPATUHAN TUKANG OJEK PANGKALAN DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI

KASUS PADA PANGKALAN OJEK DI KOTA PALOPO)

Lokasi Penelitian : KECAMATAN SE-KOTA PALOPO
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DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

_ Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.

. Menyerahkan 1 (satu) examplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
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Pada tanggal : 17 Maret 2022
\pl Kepala D}as Penanaman Modal dan PTSP

U
\Pangkat Pembina Tk.|
NIP : 19780611 199612 1 001

sz.w Sadan Knhuq va Sul Sel,

watkdia Palopo

Dandem 1403 8WG

Kapolres Palopo

Kepala Baden Penettan dan Pengembangan Kota Palopo
Kepals Badan Kesbang Kota Patopo

Instasi terkait tempat dilaksanakan penelitian
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Kuesioner Penelitian
“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI DAN

KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN TUKANG OJEK
PANGKALAN DALAM MEMBAY AR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR”

Nama Responden

Usia

Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir : SD, SMP, SMA, D3, S1, lainnya

- Laki-laki/Perempuan

Mohon diisi dengan memberi tanda (V) pada jawaban yang sesuai dengan

pendapat anda.

Keterangan:
STS : Sangat Tidak Setuju

TS :Tidak Setuju
: Netral/Ragu-ragu
S :Setuju
SS : Sangat Setuju
No. Item Pertanyaan Alternatif Jawaban
STS | TS N S SS
A. | Pengetahuan Perpajakan
Saya mengetahui fungsi pajak yang digunakan
! untuk membiayai pembangunan daerah
Saya sulit memahami prosedur pembayaran
2 pajak kendaraan bermotor
Wajib pajak yang terlambat pembayaran akan
3 diberikan sanksi administrasi
Saya dapat membayarkan pajak kendaraan
4

bermotor di Kantor Samsat Kota Palopo




Sanksi Pajak

Sanksi  sangat diperlukan agar tercipta
kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak

Saya selalu terlambat membayar pajak sehingga

selalu terkena sanksi administrasi

Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan

tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar

Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus

sesuai dengan keterlambatan pembayaran

Kesadaran Wajib Pajak

Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat

kepada negara

Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan
bentuk partisipasi dalam menunjang

pembangunan daerah

Saya sering lupa mengalokasikan dana untuk

pembayaran pajak

Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk

pembayaran pajak

Kepatuhan Wajib Pajak

Saya selalu memenuhi kewajiban membayar

pajak kendaraan bermotor

Saya selalu membayarkan pajak tepat pada

waktunya

Saya selalu melengkapi data persyaratan
pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuali

dengan ketentuan

Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran

pajak kendaraan bermotor

Sumber : Wardani & Rumiyatun (2017)
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= 96)

Tabulasi Jawaban Responden (n

Total

15
14
15
17
17
16
16
14
17
17
14
16
17
14
16
15
15
17
16
16
17
17
15
18
17
17
16
17
16
17
17
16
17
17
17
16

X2

Total

14
17
14
16
17
16
17
17
16
15
17
16
16
13
16
17
14
17
17
14
16
17
17
16
15
16
17
17
15
16
16
16
16
16
16
16

X1




17
17
15
17
15
17
17
16
17
15
16
17
17
16
17
17
17
17
17
17
17
16
17
17
15
17
17
13
17
17
17
16
16
17
15
17
17
15
17
16
16

16
17
16
16
16
17
15
17
15
17
16
17
16
16
16
16
16
17
17
15
16
17
17
16
17
16
16
16
14
16
16
17
16
17
15
17
17
17
17
15
17




17
17
17
16
13
16
17
17
16
16
17
17
18
15
17
16
17
17
14

17
17
15
17
13
17
16
17
17
15
17
17
17
16
16
17
15
16
16

14
17
17
16
17
17
19
16
18
14
17
18
20
14
16
16
13
18
18
14

Total

Total

16
15
13
15
16
16
17
16
16
15
17
16
16
13
16
17
15
16
17
14

X3




15
17
17
16
20
16
16
16
14
16
15
15
17
16
17
16
15
17
16
17
15
17
16
17
15
17
15
17
16
16
14
16
17
17
16
15
16
17
17
16
15

17
17
17
15
16
14
17
16
16
17
16
15
15
16
17
16
15
15
17
17
16
17
16
17
16
16
17
17
17
17
17
15
14
16
16
15
15
16
17
16
16




16
15
13
15
16
17
17
16
15
17
17
19
17
18
16
17
17
17
17
19
17
17
17
15
19
16
16
17
13
17
16
19
17
17
16

17
17
13
17
17
16
17
16
17
14
16
17
17
17
17
17
16
17
15
16
14
16
17
16
16
16
17
15
18
17
16
16
17
16
16
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Dokumentasi Penelitian
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Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas
Pengetahuan Perpajakan (X1)
Pengetahuan
X11 X12 X13 X14 Perpajakan
X11 Pearson Correlation 1 -,007 ,107 ,165 568"
Sig. (2-tailed) ,946 299 ,109 ,000
N 96 96 96 96 96
X12 Pearson Correlation -,007 1 -,166 ,085 405"
Sig. (2-tailed) ,946 ,106 ,408 ,000
N 96 96 96 96 96
X13 Pearson Correlation ,107 -,166 1 ,102 567"
Sig. (2-tailed) 299 ,106 322 ,000
N 96 96 96 96 96
X14 Pearson Correlation ,165 ,085 ,102 1 589"
Sig. (2-tailed) ,109 ,408 322 ,000
N 96 96 96 96 96
Pengetahuan Pearson Correlation ,568** ,405** ,567** ,589** 1
Perpajakan Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000
N 96 96 96 96 96
**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sanksi (X2)
Correlations
X21 X22 X23 X24 Sanksi
X21 Pearson Correlation 1 -,435" 249" 270" 544"
Sig. (2-tailed) ,000 ,014 ,008 ,000
N 96 96 96 96 96
X22 Pearson Correlation -,435" 1 -,036 -,231 523
Sig. (2-tailed) ,000 725 ,024 ,000
N 96 96 96 96 96
X23 Pearson Correlation 249" -,036 1 346" 644"
Sig. (2-tailed) ,014 725 ,001 ,000




N 96 96 96 96 96
X24 Pearson Correlation 270" -,231 346" 1 ;700"
Sig. (2-tailed) ,008 ,024 ,001 ,000
N 96 96 96 96 96
Sanksi Pearson Correlation 544" ,169 644" 700" 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,100 ,000 ,000
N 96 96 96 96 96
**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Kesadaran Wajib Pajak (X3)
Correlations
Kesadaran
X31 X32 X33 X34 Wajib Pajak
X31 Pearson Correlation 1 128 -,085 ,180 503"
Sig. (2-tailed) 213 ,408 ,079 ,000
N 96 96 96 96 96
X32 Pearson Correlation ,128 1 -,023 ,199 633"
Sig. (2-tailed) 213 824 ,052 ,000
N 96 96 96 96 96
X33 Pearson Correlation -,085 -,023 1 -519" 236
Sig. (2-tailed) 408 824 ,000 ,020
N 96 96 96 96 96
X34 Pearson Correlation ,180 ,199 -519” 1 526"
Sig. (2-tailed) ,079 ,052 ,000 ,000
N 96 96 96 96 96
Kesadaran Wajib  Pearson Correlation 503" 633" 236" 526" 1
Pajak Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,020 ,000
N 96 96 96 96 96

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*, Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Kepatuhan Wajib Pajak ()

Correlations




Kepatuhan

Y1 Y2 Y3 Y4 Membayar PKB
Y1 Pearson Correlation 1 536" 224 -121 565"
Sig. (2-tailed) ,000 ,028 242 ,000
N 96 96 96 96 96
Y2 Pearson Correlation 536" 1 241" -188 511"
Sig. (2-tailed) ,000 ,018 ,067 ,000
N 96 96 96 96 96
Y3 Pearson Correlation ’224* ‘241* 1 116 7472**
Sig. (2-tailed) ,028 ,018 261 ,000
N 96 96 96 96 96
Y4 Pearson Correlation .121 -188 -116 1 577"
Sig. (2-tailed) 242 ,067 261 ,000
N 96 96 96 96 96
Kepatuhan Pearson Correlation 565" 5117 472" 577" 1
Membayar PKB
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000
N 96 96 96 96 96

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*, Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas
X1
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
,063 4
X2
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items

,064 4




X3

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items
,075 4
Y
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
,068 4




Lampiran 6

Tabel r untuk df =51- 100

Tingkat signifikansi untuk uji satu arah

d=(-2) 005 | 0025 | o001 0.005 0.0005
Tingkat signifikansi untuk uji dua arah
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001
51 0.2284 0.2706 0.3188 0.3509 0.4393
52 0.2262 0.2681 0.3158 0.3477 0.4354
53 0.2241 0.2656 0.3129 0.3445 0.4317
54 0.2221 0.2632 0.3102 0.3415 0.4280
55 0.2201 0.2609 0.3074 0.3385 0.4244
56 0.2181 0.2586 0.3048 0.3357 0.4210
57 0.2162 0.2564 0.3022 0.3328 0.4176
58 0.2144 0.2542 0.2997 0.3301 0.4143
59 0.2126 0.2521 0.2972 0.3274 0.4110
60 0.2108 0.2500 0.248 0.3248 0.4079
61 0.2091 0.2480 0.2925 0.3223 0.4048
62 0.2075 0.2461 0.2902 0.3198 0.4018
63 0.2058 0.2441 0.2880 0.3173 0.3988
64 0.2042 0.2423 0.2858 0.3150 0.3959
65 0.2027 0.2404 0.2837 0.3126 0.3931
66 0.2012 0.2387 0.2816 0.3104 0.3903
67 0.1997 0.2369 0.2796 0.3081 0.3876
68 0.1982 0.2352 0.2776 0.3060 0.3850
69 0.1968 0.2335 0.2756 0.3038 0.3823
70 0.1954 0.2319 0.2737 0.3017 0.3798
71 0.1940 0.2303 0.2718 0.2997 0.3773
72 0.1927 0.2287 0.2700 0.2977 0.3748
73 0.1914 0.2272 0.2682 0.2957 0.3724
74 0.1901 0.2257 0.2664 0.2938 0.3701
75 0.1888 0.2242 0.2647 0.2919 0.3678
76 0.1876 0.2227 0.2630 0.2900 0.3655
77 0.1864 0.2213 0.2613 0.2882 0.3633
78 0.1852 0.2199 0.2597 0.2864 0.3611
79 0.1841 0.2185 0.2581 0.2847 0.3589
80 0.1829 0.2172 0.2565 0.2830 0.3568
81 0.1818 0.2159 0.2550 0.2813 0.3547
82 0.1807 0.2146 0.2535 0.2796 0.3527
83 0.1796 0.2133 0.2520 0.2780 0.3507




84 0.1786 0.2120 0.2505 0.2764 0.3487
85 0.1775 0.2108 0.2491 0.2748 0.3468
86 0.1765 0.2096 0.2477 0.2732 0.3449
87 0.1755 0.2084 0.2463 0.2717 0.3430
88 0.1745 0.2072 0.2449 0.2702 0.3412
89 0.1735 0.2061 0.2435 0.2687 0.3393
90 0.1726 0.2050 0.2422 0.2673 0.3375
91 0.1716 0.2039 0.2409 0.2659 0.3358
92 0.1707 0.2028 0.2396 0.2645 0.3341
93 0.1698 0.2017 0.2384 0.2631 0.3323
94 0.1689 0.2006 0.2371 0.2617 0.3307
95 0.1680 0.1996 0.2359 0.2604 0.3290
96 0.1671 0.1986 0.2347 0.2591 0.3274
97 0.1663 0.1975 0.2335 0.2578 0.3258
98 0.1654 0.1966 0.2324 0.2565 0.3242
99 0.1646 0.1956 0.2312 0.2552 0.3226
100 0.1638 0.1946 0.2301 0.2540 0.3211
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Titik Persentase Distribusi t (df=81-120)

Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001
Df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002

81 0.67753 1.29209 1.66388 1.98969 2.37327 2.63790 3.19392
82 0.67749 1.29196 1.66365 1.98932 2.37269 2.63712 3.19262
83 0.67746 1.29183 1.66342 1.98896 2.37212 2.63637 3.19135
84 0.67742 1.29171 1.66320 1.98861 2.37156 2.63563 3.19011
85 0.67739 1.29159 1.66298 1.98827 2.37102 2.63491 3.18890
86 0.67735 1.29147 1.66277 1.98793 2.37049 2.63421 3.18772
87 0.67732 1.29136 1.66256 1.98761 2.36998 2.63353 3.18657
88 0.67729 1.29125 1.66235 1.98729 2.36947 2.63286 3.18544
89 0.67726 1.29114 1.66216 1.98698 2.36898 2.63220 3.18434
90 0.67723 1.29103 1.66196 1.98667 2.36850 2.63157 3.18327
91 0.67720 1.29092 1.66177 1.98638 2.36803 2.63094 3.18222
92 0.67717 1.29082 1.66159 1.98609 2.36757 2.63033 3.18119
93 0.67714 1.29072 1.66140 1.98580 2.36712 2.62973 3.18019
94 0.67711 1.29062 1.66123 1.98552 2.36667 2.62915 3.17921
95 0.67708 1.29053 1.66105 1.98525 2.36624 2.62858 3.17825
9 0.67705 1.29043 1.66088 1.98498 2.36582 2.62802 3.17731
97 0.67703 1.29034 1.66071 1.98472 2.36541 2.62747 3.17639
98 0.67700 1.29025 1.66055 1.98447 2.36500 2.62693 3.17549
99 0.67698 1.29016 1.66039 1.98422 2.36461 2.62641 3.17460
100 0.67695 1.29007 1.66023 1.98397 2.36422 2.62589 3.17374
101 0.67693 1.28999 1.66008 1.98373 2.36384 2.62539 3.17289
102 0.67690 1.28991 1.65993 1.98350 2.36346 2.62489 3.17206
103 0.67688 1.28982 1.65978 1.98326 2.36310 2.62441 3.17125
104 0.67686 1.28974 1.65964 1.98304 2.36274 2.62393 3.17045
105 0.67683 1.28967 1.65950 1.98282 2.36239 2.62347 3.16967
106 0.67681 1.28959 1.65936 1.98260 2.36204 2.62301 3.16890
107 0.67679 1.28951 1.65922 1.98238 2.36170 2.62256 3.16815
108 0.67677 1.28944 1.65909 1.98217 2.36137 2.62212 3.16741
109 0.67675 1.28937 1.65895 1.98197 2.36105 2.62169 3.16669
110 0.67673 1.28930 1.65882 1.98177 2.36073 2.62126 3.16598
11 0.67671 1.28922 1.65870 1.98157 2.36041 2.62085 3.16528
112 0.67669 1.28916 1.65857 1.98137 2.36010 2.62044 3.16460
113 0.67667 1.28909 1.65845 1.98118 2.35980 2.62004 3.16392
114 0.67665 1.28902 1.65833 1.98099 2.35950 2.61964 3.16326
115 0.67663 1.28896 1.65821 1.98081 2.35921 2.61926 3.16262




116
117

118
119
120

0.67661
0.67659

0.67657

0.67656
0.67654

1.28889
1.28883

1.28877

1.28871
1.28865

1.65810
1.65798

1.65787

1.65776
1.65765

1.98063
1.98045

1.98027

1.98010
1.97993

2.35892
2.35864

2.35837

2.35809
2.35782

2.61888
2.61850

2.61814

2.61778
2.61742

3.16198
3.16135

3.16074

3.16013
3.15954
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Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05

df untukpembilang(N1)
dfuntuk
pe”yﬁf’z‘;t( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 |11 | 12 13|14 | 15

91 395 |310 |270 |247 |231 [220 |211 |204 |198 |1.94 |190 |186 | 1.83 |1.80 |1.78
92 394 |310 |2.70 |247 |231 [220 |211 |204 |198 |1.94 |189 |186 | 1.83 |180 | 178
93 394 [309 |270 |247 |231 [220 |211 |204 |1.98 |193 [189 |18 | 1.83 |1.80 |1.78
%4 394 [309 |270 |247 |231 [220 |[211 |204 |1.98 |193 |189 |18 | 1.83 |1.80 |1.77
95 394 [309 |270 |247 |231 [220 |211 |204 |1.98 |193 |189 |18 | 1.82 |1.80 |1.77
96 394 309 |270 |247 |231 [219 |211 |204 |198 |1.93 |1.89 |[185 | 1.82 |180 |1.77
97 394 [309 |270 |247 |231 [219 [211 |204 |1.98 |193 |189 |18 | 1.82 |1.80 |177
98 394 [309 |270 |246 |231 [219 [210 |203 |1.98 |193 |189 |185 | 182 |179 |177
99 394 309 |270 |246 |231 [219 |210 |203 |198 |1.93 |1.89 |[185 | 182 |179 |177
100 394 [3.09 (270 |246 |231 |219 |210 |203 |[197 |193 |189 |1.85 | 1.82 |179 |1.77
101 394 [309 |269 |246 |230 [219 [210 |203 |1.97 |193 |18 |185 | 182 |179 |177
102 393 [309 |269 |246 |230 [219 [210 |203 |1.97 |192 |18 |18 | 182 |179 |177
103 393 [308 |269 |246 |230 [219 [210 |203 |1.97 |192 |18 |185 | 182 |179 |176
104 393 [3.08 |269 [246 |[230 |219 |210 |203 |197 |192 |188 |1.85 | 182 |1.79 |1.76
105 393 [308 |269 |246 |230 [219 [210 |203 |1.97 |192 |18 |18 | 181 |1.79 |176
106 393 |308 |269 |246 |230 [219 |210 |203 |197 |1.92 |1.88 |[184 | 181 |179 |176
107 393 |308 |269 |246 |230 [218 |210 |203 |197 |1.92 |1.88 |[184 | 181 |179 |176
108 393 [3.08 |269 |246 |230 |218 |210 |203 |197 |192 |188 |1.84 | 181 |178 |1.76
109 393 |308 |269 |245 |230 [218 |209 |202 |197 |1.92 |1.88 |[184 | 181 |178 |176
110 393 [308 |269 |245 |230 [218 [209 |202 |1.97 |192 |18 |184 | 181 |1.78 |176
111 393 [308 |269 |245 |230 [218 [209 |202 |1.97 |192 |18 |184 | 181 |1.78 |176
112 393 |308 |269 |245 |230 [218 |209 |202 |196 |1.92 |1.88 |[184 | 181 |178 |176
113 393 [3.08 |268 |245 |229 |218 |209 |202 |196 |192 |187 |1.84 | 181 |178 |1.76
114 392 |308 |268 |245 |229 [218 |209 |202 |196 |1.91 |1.87 |184 | 181 [178 |175
115 392 [308 |268 |245 |229 [218 [209 |202 |1.96 |191 |187 |[184 | 181 |1.78 |175
116 392 [307 |268 |245 |229 [218 [209 |202 |1.96 |191 |187 |[184 | 181 |1.78 |175
117 392 |307 |268 |245 |229 [218 |209 |202 |196 |1.91 |1.87 |[184 | 180 |178 | 175
118 392 [307 |268 |245 |229 [218 [209 |202 |1.96 |191 |187 |[184 | 180 |1.78 |175
119 392 [307 |268 |245 |229 [218 [209 |202 |1.96 |191 |187 [183 | 1.80 |1.78 |1.75
120 392 [307 |268 |245 |229 [218 [209 |202 |1.96 |191 |187 [183 | 180 |1.78 |175
121 392 [3.07 |268 |245 |229 |217 |209 |202 |196 |191 |187 |1.83 | 180 |177 |1.75
122 392 [307 |268 |245 |229 |[217 [209 |202 |1.96 |191 |187 |[183 | 180 |1.77 |175
123 392 |307 |268 |245 |229 |[217 |208 |201 |1.96 |191 |187 |[183 | 180 |1.77 |175
124 392 [307 |268 |244 |229 [217 |208 |201 |1.96 |191 |187 [183 | 180 |1.77 |175
125 392 |307 |268 |244 |229 |217 |208 |201 |196 |1.91 |1.87 |[183 | 180 |177 |175
126 392 |307 |268 |244 |229 |[217 |208 |201 |195 |1.91 |1.87 |1.83 | 180 |177 |175
127 392 |307 |268 |244 |229 |217 |208 |201 |195 |1.91 |1.86 |1.83 | 1.80 |177 |175
128 392 |307 |268 |244 |229 |217 |208 |201 |1.95 |191 |18 |183 | 1.80 |1.77 |175




129
130

131
132

133

134
135

391
3.91
391
3.91
391

391
3.91

3.07
3.07
3.07
3.06
3.06

3.06
3.06

2.67
2.67
2.67
2.67
2.67

2.67
2.67

2.44
2.44
2.44
2.44
2.44

2.44
2.44

2.28
2.28
2.28
2.28
2.28

2.28
2.28

2.17
2.17
2.17
2.17
2.17

2.17
2.17

2.08
2.08
2.08
2.08
2.08

2.08
2.08

2.01
2.01
2.01
2.01
2.01

2.01
2.01

1.95
1.95
1.95
1.95
1.95

1.95
1.95

1.90
1.90
1.90
1.90
1.90

1.90
1.90

1.86
1.86
1.86
1.86
1.86

1.86
1.86

1.83
1.83
1.83
1.83
1.83

1.83
1.82

1.80
1.80
1.80
1.79
1.79

1.79
1.79

1.77
1.77
1.77
1.77
1.77

1.77
1.77

1.74
1.74
1.74
1.74
1.74

1.74
1.74
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